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ABSTRAK 

Nama 
	Myma Zachraina 

Program Studi 
	

Kenotariatan 
Judul 
	

Perkawinan Campuran, Prosedur Dan Pencatatannya Di Indonesia 
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1428/KIPdtJ2006) 

Dalam kehidupan sehari-hari penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), masih sering diabaikan karena 
pencatatan perkawinan hanya dianggap sebagai suatu tindakan administratif belaka, 
sehingga banyak pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan mereka, 
baik perkawinan biasa maupun perkawinan campuran yang dilakukan di dalam negeri 
maupun yang dilakukan di luar negeri. Apakah akibat hukum bagi perkawinan 
campuran yang telah lalai dicatatkan terhadap status istri dan anak? Bagaimanakah 
konsekuensi atas perkawinan tersebut apabila salah satu pihak akan mengajukan 
perceraian? Metode penelitian penulisan tesis mi bersifat yuridis normatif, dengan 
mempelajari, membaca, menelusuri kepustakaan tentang pencatatan perkawinan, 
keputusan pengadilan dan sumber relevan lainnya untuk mendapatkan landasan teori 
dan implementasinya. Akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai 
dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan terutama pada status istri dan anak 
yaitu: bahwa perkawinan tersebut dianggap belum sah dimata negara; apabila lahir 
anak-anak dalam perkawinan tersebut, mereka hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan) baik istri maupun 
anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah 
ataupun warisan dari ayahnya. Konsekuensi atas perkawinan tersebut apabila salah 
satu pihak akan mengajukan gugat perceraian adalah hams mencatatkan terlebih 
dahulu perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut dengan tunduk kepada 
hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia di lembaga pencatatan 
perkawinan diwilayah dimana ia melaksanakan perkawinannya saat itu, atau di 
wilayah Indonesia dimana ia berdomisili. Perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 2 UU 
Perkawinan, yaitu agar ayat (1) dan (2) dijadikan satu pasal, sehingga tidak ada dua 
perbuatan hukum yang terpisah; diadakan sosialisasi kepada masyarakat luas di 
Indonesia tentang adanya Undang-undang lain selain UU Perkawinan yang mengatur 
pencatatan perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan agar ada keseragaman dalam prosedur pencatatan 
perkawinan. 

Kata Kunci: 
Perkawinan, Perkawinan Campuran, Pencatatan Perkawinan Campuran 
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ABSTRACT 

Name 	: Myrna Zachraina 
Program of Study : Notary 
Title 	 : Mixed Marriage, Procedure And Its Registration In Indonesia 

(Case Study of the Supreme Court Judgment 
No. 1428/KfPdt/2006) 

In everyday activities, the implementation of Article 2 paragraph (2) of Law 
No.1 Year 1974 regarding Marriage (Marriage Law), is quite often being ignored 
because the registration of marriage is merely considered as an administrative 
process, therefore there are many couples who do not register their marriage, both 
normal marriage and mixed marriage which was performed in Indonesia as well as 
abroad. What would be the legal aspect of a mixed marriage which is not registered 
toward the status of the wife and the children? What consequences on such marriage 
if one of the spouses would file a divorce? The writing method of this thesis is 
normative jurisdiction by reviewing, reading and observing literatures of marriage 
registration, court rulings and other relevant reading materials to obtain the 
theoretical background and its implementation. The legal consequence of the mixed 
marriage which was not registered in the registration institution especially to the 
status of the wife and children is that such marriage is not considered valid by the 
state; the children from such marriage are only considered as only having a 
relationship with the mother and the mother's family (Articles 42 and 43 Marriage 
Law),and the wife and children borne do not have the right to ask for financial 
support or being the heirs of the father. The consequences of such marriage should 
one of the spouses want to file a divorce is to first register their marriage performed 
abroad in the country where the marriage is performed shall be bound to Indonesian 
positive law in the registration institution where she/he he/her domiciles. A revision 
to Article 2 of the Marriage Law must be carried out in which paragraph (1) and 
paragraph (2) should be merged into one article, therefore there will be no two 
separate legal actions; a socialization should be held for the general public regarding 
other law, apart from the Marriage Law, that stipulates marriage registration, which 
is Law No. 23 Year 2006 regarding Population Administration so there will be a 
uniformity on the procedure of marriage registration. 

Keywords: 
Marriage, Mixed Marriage, Registration of Mixed Marriage 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia 

laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbub-

tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup 

berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah 

tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian 

yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannyalah ikatan akad atau ijab 

qabul perkawinan'. 

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur 

kehidupan rumah tangga serta keturunan dan sating mengenal antara satu dengan 

yang lain, sehingga akan membukajalan untuk saling tolong-menolong.2  

Setiap pribadi yang melakukan perkawinan sudah sepantasnya berharap 

agar perkawinannya akan berlangsung lama dan hanya kematian yang memisahkan 

mereka. Keinginan tersebut tntu harus selaras dengan tujuan awal dan 

perkawinan yang akan dilakukan. 

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu A na/isis dari Undang-undang 
No.! tahun 1974 dan Koinpilasi Hukum Islam, Cet. Kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 31 

2  Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Cet. Ke-25 (Bandung: CV Sinar Baru, 1992), hal. 348. 
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Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pasangan harus bisa mengatasi 

kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri mereka dan kendala-kendala yang 

mereka hadapi. Misalnya, apabila ada perbedaan agama, salah satu pihak mengalah 

untuk berpindah keyakinan ke agama yang sama dengan pasangannya. Demikian 

pula bagi pasangan yang berlainan kewarganegaraan, dimana di dalam hukum 

positif Indonesia dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Penundukkan din 

kepada salah satu hukum negara dan berpindah kewarganegaraan adalah suatu 

Iangkah untuk melakukan penyelarasan dalam suatu perkawinan agar perkawinan 

menjadi langgeng dan bebas dari masalah-masalah prinsipil di kemudian han. 

Perkawinan campuran dalam UU Perkawinan diatur didalam pasal 57, yang 

bunyinya "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang 

mi ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang 

berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak 

berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia". 

Sedangkan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia menurut Pasal 56 

UU Perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara 

dua orang warganegara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan 

warganegara Asing. 

Menurut Prof. Wahyono Darmabarata, "Perkawinan selain harus 

memperhatikan hukum negara, seperti yang tersimpul dalam Pasal 2 ayat (2) 

Undang-uridang Prkawirian dan penjelasannya, juga harus memperhatikan agama 

dan kepercayaan suami-isteri. Dengan demikian perkawinan adalah sah jika 

2 
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dilakukan menurut hukum negara, dan dilangsungkan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaan mereka itu"3. 

Selain memenuhi Pasal 2 UU Perkawinan, bagi pasangan yang melakukan 

pernikahan di luar negeri, harus memperhatikan Bab XII Bagian Kedua UU 

Perkawinan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur 

pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, sebagai berikut: 

"(I) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang 
warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia 
dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut 
hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu 
dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar 
ketentuan-ketentuan Undang-undang liii. 

(2) 	Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di 
wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus 
didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal 
mereka".4  

Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH, dalam bukunya Hukum Perkawinan 

Menurut KUFiPerdata buku kesatu, mengatakan bahwa: 

"Perkawinan dapat dilangsungkan secara sah di luar negeri baik 
perkawinan antara warganegara maupun perkawinan antara warganegara 
dengan orang bukan warganegara, j ika terpenuh I syarat-syarat sebagai 
berikut: 

perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara yang berlaku 
dimana perkawinan itu dilangsungkan; 
calon suami-isteri warganegara Indonesia tidak melanggar syarat-syarat 
perkawinan yang tercantum dalam Bagian I Bab IV Buku I Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata5. 

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahian Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga Di 
Indonesia, Cet. 2, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 19 

Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara 
Tahun 1974 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, pasal 56 

Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Menurul KT]HPerdata buku Kesatu, Buku 
Ajar Kuliah Hukum Perkawinan dan Keluarga, Magister Kenotariatan UI (Depok, 2006), hal. 95 
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Bagian ! Bab IV Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang 

dimaksud tersebut adalah Pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang 

berbunyi: "Dalam waktu satu tahun setelah suami-isteri pulang kembali di wilayah 

Indonesia akta tentang perkawinan mereka di luar Indonesia harus 

dipindahbukukan dalam register kawin umum di tempat tinggal mereka". 

Lalu bagaimana dengan perkawinan yang dilakukan oleh seorang 

warganegara Indonesia dan warganegara Asing di luar negeri yang kemudian 

perkawinannya tersebut beberapa tahun kemudian dilaksanakan juga di Indonesia 

dengan memakai agama Hindu Bali namun belum dicatatkan pada lembaga 

pencatatan perkawinan? Apakah perkawinan mereka tetap sah menurut hukum 

positif di Indonesia? 

Persoalan pencatatan perkawinan, walaupun secara nyata undang-undang 

mengharuskan untuk dicatat, namun ketentuan tersebut masih banyak yang 

mengabaikannya. Mungkin karena tidak jelasnya sanksi hukum bagi pelaku, atau 

kalaupun ada sanksi hukum, tidak mampu ditegakkan oleh aparat penegak hukum. 

Dengan dicatatkannya perkawinan pada pejabat yang berwenang, akan diperoleh 

kepastian hukum tentang sahnya suatu perkawinan baik dimata hukum agama 

maupun hukum positif. 

Pencatatan perkawinan sebenamya harus disadari merupakan akta untuk 

membuktikan status dari istni dan anak-anak yang dilahirkan dari suatu 

perkawinan. 

Namun harus diakui ketentuan yang mengatur tentang sah dan pencatatan 

perkawinan kurang tegas, sehingga dalam praktik seningkali menimbulkan 

4 
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berbagai interpretasi, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak 

yang berkepentingan dengan adanya perkawinan tersebut. 

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang 

Lembaga Pencatatan Perkawinan. Bagi yang beragama Islam pencatatan 

perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, 

Talak dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan Agama. Sedangkan bagi mereka yang 

melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain 

agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Percatat Perkawinan pada Kantor Catatan 

Sipil sebagainiana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai 

percatatan perkawinan. 

Penjelasan Pasal Demi Pasal dari Pasal 2 PP No. 9/75 i, menentukan: 

"dengan adanya ketentuan tersebut dalam Pasal mi, maka "pencatatan" perkawinan 

dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan 

Rujuk dan Kantor Catatan Sipil atau Instansi/Pejabat yang membantunya". 

B. Pokok Permasalahan 

Dari urdlan latar belakang diatas dapat dikemukakan masalah-masalah 

yang akan dibahás dalani penulisan mi sebagai berikut: 

I. 

	

	Apakab tkthat hUkhi bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan 

pada lembaga pencatatan perkawinan terhadap status istri dan anak? 

5 
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2. 	Bagaimanakah konsekuensi atas perkawinan tersebut dalam hal salah satu 

pihak akan mengajukan perceraian? 

C. Metode Penelitian 

Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum, maka digunakan pendekatan 

secara yuridis normatif.6  Dalam penelitian mi, metoda yang dipergunakan adalah 

penelitian hukum positif di Indnesia. Kegunaan metode penelitian hukum normatif 

antara lain adalah untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah 

hukum positifiiya mengenai masalah yang tertentu, dan untuk dapat menjelaskan 

atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya 

mengenai peristiwa atau masalali tertentu. Penelitian ml juga dipergunakan untuk 

penulisan tesis (untuk S2) atau desertai (untuk S3).7  

Dari sudut bentuknya, tipe penelitian mi adalah deskriptif analitis, yaitu 

analisa terhadap penerapan pasal 56 UU Perkawinan dan Pasal 84 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata pada perkawinan campuran. 

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan mi adalah data sekunder 

yaitu: 

1. 	Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan. 

6  Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelijian Hukum Normatg Sualu Tinjauan Singkat, 
Cet. IV, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003), hal. 14 

' Hartono, Sunaryati, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: 
Penerbit Alumni, 1994), hal. 140-142 
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Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, yang berasal dari kepustakaan biasanya berupa buku, 

makalah, majalah, artikel surat kabar serta karya-karya ilmiah lainnya. 

I3ahan hukum tertier yang memberikan petunjuk dan penjelasan lebih lanjut 

mengenai bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus 

ensikiopedia, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan langsung dengan 

obyek penelitian yang akan dipergunakan untuk menunjang analisa data. 

D. Sistematika Pen ulisan 

Tulisan mi terdiri dan 4 (empat) bab, yaitu: 

Bab Pertama merupakan Bab Pendahuluan, yang meliputi pembahasan 

mengenai Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

Bab Kedua berjudul Perkawinan Campuran, Prosedur dan Pencatatannya di 

Indonesia. Bab mi membahas teori konseptual tentang perkawinan yang terdiri dan 

tiga sub bab. Subbab pertama berjudul Gambaran Umum Tentang Perkawinan 

yang terdiri dari tiga sub subbab. Subbab kedua berjudul Pengertian Dan Konsepsi 

Pencatatan Perkawinan yang terdiri dari tiga sub subbab, Subbab ketiga berjudul 

Lembaga Pencatatan Perkawinan Di Indonesia yang terdiri dari dua sub subbab, 

dan subbab keempat berjudul Prosedur Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan 

Bagi Perkawinah Campuran yang terdiri dari dua sub subbab. 

Bab III mengulas mengenai Analisa Prosedur Pencatatan Perkawinan 

Campuran (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1 428/KIPdtI2006) dimana 

'I 
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penulis mengetengahkan suatu masalah perkawinan campuran yang lalai 

dicatatkan dan ketika pihak isteri akan melakukan gugatan cerai ia menggunakan 

akta perkawinan palsu. 

Bab IV adalah Penutup dari penulisan mi yang berisi Kesimpulan dan 

Saran. 
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BAB H 

Perkawinan Campuran, Prosedur Dan Pencatatannya 

Di Indonesia 

A. 	Gambaran Umum Tentang Perkawinan 

1. 	Pengertian Perkawinan 

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat tidak 

terlepas dari adanya saling ketergantungan dengan manusia lainnya. Hal mi 

karena manusia adalah mahiuk sosial yang suka hidup berkelompok dan berteman 

dengan manusia lainnya. 

Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Demikian pula bagi 

seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu 

maka Ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. 

Manusia sebagai mahiuk hidup mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti 

mahluk hidup yang lain, baik kebutuhan-kebutuhan untuk melangsungkan 

eksistensinya sebagái mahiuk, maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ia ingin 

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang lain 

dalam ikatan perkawinan yang harmonis, saling percaya, melindungi dan saling 

mendukung sebagai sepasang suami istri. 
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Himpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur dan memeri sanksi 

terhadap tingkah laku manusia dalam perkawinan disebut hukum, dalam hal mi 

hukum perkawinan8. 

Terdapat beberapa pengertian dan definisi perkawinan yang diuraikan oleh 

beberapa ahli di Indonesia dan di dalam hukum positif Indonesia, antara lain 

sebagai berikut: 

- 	Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH: 

Perkawinan adalah suatu perserikatan atau perkumpulan antara seorang pria 

dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan perundang-undangan 

Negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga 

yang kekal dan abadi.9  

- 	Menurut Prof. R. Subekti, SH: 

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang 

perempuan untuk waktu yang Iama.'°  

- 	Wiryono Prodjodikoro: 

Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, yang memenuhi syarat-syarart yang termasuk dalam peraturan 

tersebut.'' 

Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama islam - Suatu Tinjauan dan 
Ulasan Secara Solsiologi Hukum, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), hal. 67 

Wahyono Darmabrata, op. cii., hal. 55 

'° Subekti, Pokok—pokok Hukum Perdata, Cet. 28, (Jakarta: PT Intermasa,, 1996), hal. 23 

R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Cet. 6, (Bandung: Sumur 
Bandung, 1974), hal. 7 
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- Sayuti Thalib: 

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup 

bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, 

tenteram dan bahagia. '2  

- 	Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan: 

Perkawinan merupakan persekutuan atau ikatan lahir dan batin antara seorang 

pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.'3  

- 	Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2: 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 

kuat atau mistaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.'4  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu 

ikatan yang sangat suci antara seorang wanita dan seorang pria untuk membanguñ 

suatu keluarga yang bahagia. 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur definisi khusus 

tentang perkawinan. Pengaturan yang berkaitan dengan hubungan hukum yang 

timbul karena, antara lain, perkawinan, kematian, kekeluargaan, orang tua dengan 

12  Sayuti Thãlib, Hukum Kekeluargaan Indonesia - Berlaku Bagi Umai Islam, Cet. 5. 
(Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 47 

13  Indonesia, Undang-undang No.! Tahun 1974 Tentang Perkawinan, op. cit, Pasal 1 

14  Indonesia, Kompilasi Hukum Indonesia, Instruksi Presiden RI, No.1 Tahun 1991, Pasal 
2 
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anak dan lain sebaginya, diatur di dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata yang berjudul Perihal Orang. 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memandang perkawinan dari sudut 

hubungannya dengan hukum perdata saja, seperti yang tercantum di dalam Pasal 

26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Undang-undang 

memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata". 

	

2. 	Syarat-syarat Sahnya Perkawinan 

Untuk melangsungkan perkawinan, harus dipenuhi dua macam syarat yaitu 

syarat material dan syarat formil. Syarat materill ialah syarat yang mengenai 

pribadi calon suami isteri yang a/can melangsungkan perkawinan, sedangkan 

syarat formil ialah syarat yang mengenai formalitas-formalitas yang harus 

dipenuhi atau dilakukan 

pada saat pelangsungan perkawinan'5. 

Syarat materil terdiri dari dua yaitu syarat materil umum dan syarat materil 

khusus. 

	

1. 	Syarat materil umum 

Syarat mateirl umum suatu perkawinan dalam UU Perkawinan tercantum 

dalam: 

a. 	Pasal 6 ayat (1), yalta bahwa perkawinan harus didasarkan atas 

persetujuan kedua calon mempelai. Artinya perkawinan bukan 

didasarkan atas paksaan yang dilakukan orang lain, misalnya 

15  Wahyono Darniabrata, op. cit. hal. 65 
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paksaan dari orang tua kedua calon mempelai, ataupun atas paksaan 

salah satu calon mempelai terhadap calon mempelain Iainnya. 

b. 	Pasal 7 ayat (1). Perkawinan hanya diizinkanjika pihak pria sudah 

mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Di dalam penjelasan pasal 7 

ayat (1) dijelaskan bahwa "untuk menjaga kesehatan suami-isteri 

dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk 

perkawinan". 

Dalam hal calon suami-isteri belum memenuhi syarat batas usia 

tersebut, dispensasi dapat diberikan oleh 'Presiden, jika terdapat 

suatu alasan yang penting'6. 

C. 	Pasal 9 menyatakan bahwa "seorang yang masih terikat tali 

perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam 

hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang 

in',,. 

Pasal mi melarang seorang yang sudah menikah untuk kedua 

kalinya kecuali ada izin dari pengadilan. Hal mi merupakan suatu 

larangan bagi tiap calon mempelai untuk menikah lagi tanpa ijin 

pengadilan sehingga terbina rumah tangga yang monogami. 

d. 	Pasal 11 mengatur tentang masa tunggu (iddah) bagi seorang wanita 

yang perkawinanriya putus dan peraturan pelaksanaannya terdapat 

dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP 

9/75) sebagai berikut: 

16  Wahyono Darmabrata, ibid. hal. 70 
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 130 	(seratus 	tiga 	puluh) 	hari 	sejak 	kematian, 	bagi 

perkawinan yang putus karena kematian. 

 Jika perkawinan putus karena perceraian, maka sejak 

keputusan pengadilan tentang perceraian itu mempunyai 

ketetapan hukum yang tetap, waktu tunggu bagi janda 

adalah 3 (tiga) kali masa suci atau 90 (sembilan puluh) 

hari 	bagi yang tidak berdatang bulan 	ditetapkan 	90 

(sembilan puluh) han. 

 bagi janda yang sedang hamil, waktu tunggu ditetapkan 

sampai melahirkan. 

 bagi wanita yang bercerai dan selama perkawinan bef urn 

pernah terjadi hubungan badan, maka ia tidak terikat 

waktu tunggu. 	Alasan utama adanya penentuan jangka 

waktu 	tunggu 	tersebut 	adalah 	untuk 	menghindarkan 

percampuran 	benih 	sehingga 	menyulitkan 	penentuan 

bapak dari anak yang akan dilahirkan. 

2. 	Syarat materil khusus 

Syarat materil khusus adalah syarat mengenai diri seseorang 	yang 

mengatur izini kaWin dan larangan -larangan 	tertentu 	untuk 

melangsungkan perkawinan: 
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Izin untuk melangsungkan perkawinan diatur di dalam: 

Pasal 6 ayat (2), yang isinya "Untuk melangsungkan perkawinan 

seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus 

mendapatkan izin dari kedua orang tua". 

Pasal 6 ayat (3), yaitu bahwa "Dalam hal salah seorang dari kedua 

orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah 

seorang dari kedua orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya, 

maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dan 

orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

Pasal 6 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Dalam hal kedua orang tua 

telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk 

menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang 

memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam 

garis keturunan lums ke atas selama mereka masih hidup dan dalam 

keadaan dapat menyatakan kehendaknya." 

Pasal 6 ayat (5) mengatur bahwa "dalam hal perbedaan pendapat antara 

orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal mi, atau 

salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan 

pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal 

orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang 

tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-

orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal mi". 
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e. Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan yang 

diatur dalam Pasal-pasal berikut mi: 

Pasal 8 yang melarang perkawinan antara dua orang yang: 

- 	mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke 

bawah atau pun ke atas; 

- mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan 

menyamping yaitu antara saudara, antar seorang dengan 

saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara 

neneknya; 

- 	berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tin, menantu dan 

ibu/bapak tin; 

- 	berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, 

saudara susuan dan bibilpaman susuan; 

- berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari istri, dalam hat seorang suami beristri lebih 

dan seorang; 

- mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan 

lain yang berlaku, dilarang kawin. 

Pasal 9, yaitu bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan 

dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. 

Pasal 10 yahg mengatur bahwa apabila suami dan istri yarfg 

telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi 

untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh 
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dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang 

bersangkutan tidak menentukan lain. 

3. 	Syarat-syarat form i I. 

Syarat-syarat form ii merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan 

tata cara yang harus dilaksanakan sebelum, pada saat perkawinan 

dilangsungkan dan setelah perkawinan dilangsungkan. Syarat-syarat formil 

mi diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan (selanjutnya dalam penulisan mi disebut PP 9/1975). 

a. Syarat-syarat fonnil yang hams dilaksanakan sebelum perkawinan 

dilangsungkan adalah: 

Pembenitahuan dari orang yang akan melangsungkan 

perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dimana 

perkawinan itu akan dilangsungkan yang hams dilakukan 

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan 

akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (1) dan (2)). 

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/ kepercayaan, 

pekerjaan, tempat kediamanan calon mempelai dan apabila 

salah seorang atau keduanya pemah kawin, disebutkan juga 

n1rPa istni atau suami terdahulu (Pasal 5). 

Penelitian dilakukan oleh pegawai pencatat yang menerirta 

pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan. 
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Pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan 

telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan 

perkawinan menurut Undang-undang (Pasal 6 ayat (1)). 

Selain itu pegawal pencatatan harus meneliti pula kutipan 

akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, 

keterangan mengenai nama, agamalkepercayaan, pekerj aan 

dan tempat tinggal orang tua mempelai, serta izin 

pengadilan bagi yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 

satu) tahun, dispensasi pengadilanlpejabat, surat kematian 

istri atau suami yang terdahulu atau surat keterangan 

perceraian bagi perkawinan unutk kedua kalinya, izin 

tertulis dari pejabat yang ditunjuk bagi anggota Angkatan 

Bersenjata, serta surat kuasa otentik atau dibawah tangan 

apabila salah satu calon mempelai atau keduanya tidak dapat 

hadir sendiri karena suatu alasan yang penting (Pasal 6 ayat 

(2) huruf a sampai dengan h). 

iv. 

	

	Perigumuman diselenggarakan pegawal pencatat tentang 

pemberitahuan tentang kehendak melangsungkan 

perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman 

nienufut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatãtan 

Periuw1rtan yang mudah dibaca oleh umum (Pasal ). 

Pengumuman tersebut ditandatangani oleh pegawal pencatát 
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perkawinan dan juga harus memuat keterangan jati din 

calon mempelai dan orang tua mempelai. 

Syarat-syarat formit yang dilaksanakan pada saat perkawinan 

dilangsungkan adalah melakukan perkawinan sesuai tatacara 

perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaan eaton mempelai dan dilakukan dihadapan Pegawai 

Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. 

Syarat-syarat formil yang harus dilakukan setelah dilangsungkan 

perkawinan yaitu penandatanganan akta perkawinan oleh kedua 

mempelai yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang kemudian ditandatangani oleh 

kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan. Bagi 

yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta 

perkawinan ditandatangani oleh wall nikah atau yang mewakilinya. 

Hal mi diatur dalam Pasal ii pp 9/75•  Akta Perkawinan dibuat dalam 

rangkap 2 (dua), 1 (satu) helai disimpan oleh Pegawai Pencatat 

Perkawinan dimana perkawinan dilangsungkan dan 1 (satu) helai 

dikirim kepada Pengadilan Negeri di wilayah perkawinan 

dilangsungkan yang kemudian disimpan oleh Panitera Pengadilan 

wilayah Pengadilan Negeri tersebut. Bagi kedua mempelai diberikan 

kutipañ tkta perkawihan mereka yang ditandatangani oleh Pegawai 

Pencatat Perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan 
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(2) PP 9/75 yang juga berarti telah terpenuhinya Pasal 2 ayat (2) UU 

Perkawinan. 

3. 	Perkawinan Campuran 

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 

1974 di Indonesia telah ada 3 (tiga) Produk Legislatif mengenai atau berhubungan 

dengan perkawinan campuran. Ketiga ketentuan-ketentuan perundang-undangan 

itu adalah sebagai berikut: 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) 

Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCI) S. 1933 Nomor 74 

Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling og de gemengde Huwelijke S. 

1898 Nomor 158) 

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketiga produk Legislatif itu 

setelah dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan sebagaimana diketahui antara 

lain yang merupakan prinsip umum dalam perundang-undangan bahwa peraturan 

perundang-undangan yang setingkat derajatnya yang ditetapkan kemudian, 

menghapuskan ketentiian-ketentuan yang berlawanan dalam perundang-undangan 

sederajat yang mendahuluinya.'7  

Pasal 57 UU Perkawinan memberikan pengertian tentang apa yang 

dimaksud dengan perkawinan campuran menurut undang-undang tersebut: "Yang 

dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang mi ia!ah 

perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang 

17  Mohd. Idris Romulyo, op. cit., hal 196 
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berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak 

berkewarganegeraan Indonesia". 

B. 	PENGERTIAN DAN KONSEPSI PENCATATAN PERKAWINAN 

1. 	Pengertian Pencatatan Perkawinan 

Seperti telah diuraikan diatas, pencatatan perkawinan merupakan salah 

satu syarat formil perkawinan yang dilakukan setelah berlangsungnya perkawinan. 

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan disebutkan 

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku". 

Didalam Pasal 12 PP No.9/75, ditentukan hal-hal yang harus dicantumkan 

dalam akta perkawinan, antara lain: 

Nama, tanggal dan tempat lahir, agamalkepercayaan, pekerjaan dan tempat 

kediaman suami-istri. Apabila salah seorang atau keduanya pemah kawin, 

disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. 

Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua 

mereka; 

C. 	Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3) (4) dan (5) Undang- 

undang; 

Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang; 

Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang 

Perjanjian sebagai dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang; 
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g. 	Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri l-lankam/ Pangab bagi anggota 

Angkatan Bersenjata; 

Perjanjian perkawinan apabila ada; 

Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman para saksi dan 

wall nikah bagi yang beragama Islam; 

Nama, umur, agamalkepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa 

apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa. 

Sesuai Pasal 13 ayat (2) PP 9/75, masing-masing suami istri diberikan 

kutipan akta perkawinan, sehingga mereka mempunyai alat bukti bahwa mereka 

telah melangsungkan perkawinan. 

Akta perkawinan merupakan alat bukti perkawinan, dapat disimpulkan dan 

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor I Tahun 1974 yang menyatakan bahwa 

pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-

peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kematian, kelahiran yang 

dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam 

daftar pencatatan.'8  

Sebagai alat bukti maka akta perkawinan itu mempunyai 3 buah sifat: 

sebagai satu-satunya alat bukti yang mempunyai anti mutlak (eeneig 

bewijsmiddel); 

sebagal alat bukti penuh; artinya disamping akta perkawinan itu tidak dapat 

dimintakan alat-alat bukti lain (volledig bewijsmiddel); 

s Wahyono Darmabrata dan Surini Ahian Syarif, op. cit., hal. 56-57 
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3. 	sebagai alat bukti yang bersifat memaksa sehingga bukti Iawannya tidak 

dapat melemahkan akta perkawinan itu.19  

	

2. 	Konsepsi Pencatatan Perkawinan 

Pencatatan perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi di 

wilayah kantor catatan sipil yang merupakan cakupan tugasnya. 

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "agar 

terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat setiap perkawinan harus dicatat" 

dan Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "Pencatatan 

perkawinan pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No.32 tahun 

1954". Selanjutnya dijelaskan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 5, setiap 

perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai 

Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Pencatatan perkawinan bertuj uan untuk mewuj udkan ketertiban 

perkawinan dalam masyarakat. mi merupakan suatu upaya yang diatur melalui 

perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan 

lebili khusus lagi pereni!ivan  dalam kehidupan rumah tangga. Lebih tegas lagi 

bahwa tujuan pencahttan perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan 

ketertiban. Natfitln perlu diingat bahwa pencatatan perkawinan hanyalah bersifat 

19  R. Soetojo Prawiroharmidjojo, SF! dan Asis Safioedin, Hulcum Orang dan Keluarga, 
(Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 41 
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administrasi, dan bukan syarat sah atau tidaknya perkawinan, dan tidak 

mengakibatkan batalnya perkawinan.20  

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, "Aspek yuridis perkawinan antara 

lain dapat disimpulkan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang 

menentukan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku".2' 

3. 	Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan 

Perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara 

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di 

mata negara suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak dicatatkan 

pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. 

Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu 

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak 

tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UTJ Perkawinan). 

Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. 

C. 	Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan 

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, balk istri 

mauptln anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak 

20  Khoiruddin Nasution, Status Wanita Di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-
undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia, (Jakarta: INIS, 2002), 
hal. 147 

21  Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya, (Jakarta: CV GITAMA 
JAYA, 2003) hal. 123 
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menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. 

C. 	LEMBAGA PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA 

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, suatu pencatatan perkawinan 

dilakukan sebagai upaya untuk mempunyai kepastian hukum bahwa telah diadakan 

perkawinan oleh seorang wanita dan seorang laki-laki. 

Pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan melalui lembaga catatan 

sipil bagi mereka yang pernikahannya tidak dilakukan berdasarkan agama Islam 

dan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang melakukan 

pernikahan secara agama Islam. Pengaturan tersebut terdapat dalam Bab II Pasal 2 

ayat (1) dan ayat (2) PP No. 9/1 975. 

1. 	Kantor Urusan Agama (KUA) 

Sejarah KUA 

Di dalam hukum positif Indonesia, keberadaaan KUA diatur pertama kali 

didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, 

Rujuk dan Cerai. Kemudian Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 merupakan 

dasar hukum pencatatan perkawinan di KUA yang bertujuan memberlakukan 

pencatatan perkawinan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 

Fungsi KUA 

Dalam Buku "Sejarah Perkembangan KUA" yang diterbitkan oleh 

Departemen Agama disebutkan bahwa: "Kantor Urusan Agama adalah salah satu 

25 

Peran Bapepam..., Victor Yonathan, FH UI, 2008 



instansi pemerintah di tingkat Kecamatan, yang mempunyai peranan membantu 

sebagian tugas dari Departemen Agama, diantaranya yaitu mengawasi, 

menyaksikan dan mencatat suatu peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh 

kalangan masyarakat".22  

Mengingat betapa pentingnya peranan dan keberadaan KUA, maka dapat 

diketahui bahwa tugas pokok KUA adalah: 

Mengadakan pencatatan peristiwa perkawinan 

Perwakafan 

Kemasjidan 

BP4 (Bimbingan Penasehat Pelaksanaan Pernikahan) 

Pembinaan keluarga sakinah23  

2. 	Lembaga Catatan Sipil 

a. 	Sejarah Lembaga Catatan Sipil di Indonesia 

Pencatatan pada masa sebelum Indonesia merdeka berlaku aturan kolonial 

Belanda yaitu: 

I. 	Bagi bangsa Eropa diatar dalam S. 1949 No.25 dan perubahan- 

perubahannya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kantor 

Burgerlijk Stand (Kantor Catatan Sipil) bertugas mencatat keadaan 

penduduk dari segi kelahiran, perkawinan dan kematian. Selanjutnya 

pemerintah Hindia Belanda mewajibkan semua warga golongan Eropa 

22 
 Sejarah Perkembangan KUA, Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat 

Jenderal Urusan Agama Islam Dirjen Bimas Islam dan Kasubdin Kepenghuluan. 

23  Ibid. 
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mendaftarkan diri atas peristiwa kelahiran, perceraian dan kematian (S. 

1849 No.25). 

Bagi bangsa Tionghoa diatur menurut S. 1917 No.l3Ojo S. 1919 No.81 

dan perubahan-perubahannya. 

Bagi bangsa Indonesia Bumi Putera dari Jawa dan Madura diatur menurut 

S. 1920 No.751 Jo S. 1827 No.564 dan perubahan-perubahannya. 

Bagi bangsa Indonesia Bumi Putera Kristen di Jawa, Madura dan 

Minahasa, diatur menurut S. 1933 No.75 dan perubahan-perubahan 

Iainnya. 

V. 

	

	Peraturan Perkawinan Campuran diatur dalam S. 1986 No.23 Jo S. 1898 

No.158 dan perubahan-perubahannya. 

Pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang yang 

berlaku adalah: 

Instruksi Presidium Kabinet No.3 12/4/IN/12/1966. 

Undang-undang No.4 tahun 1961 tentang perubahan nama keluarga. 

C. 

	

	Keputusan Presidium Kabinet No.127/4/Kep/12/1966 Tentang Sistem dan 

Administrasi Kependudukan. 

Dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946, tanggal 21 November 1946 

yang mulai berlaku di seluruh Indonesia tanggal 2 November 1954, melalui 

Undang-undang Nomor 32 tanggal 26 Oktober 1954, Lembaran Negara tahun 

1954 No.98, diatur tentang Pencatatan Nikab, Talak Dan Rujuk di Indonesia bagi 
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orang Islam. Undang-undang tersebut disebut dengan Undang-undang Pencatatan 

Nikah, Talak Dan Rujuk. Peraturan perundangan mengenai pencatatan nikah yang 

telah ada dicabut, yaitu Huwelijke Ordonnantie Stbl. 1929-348, Vorstenlandsche 

Huwelijke Ordonnanti Stbl. 1933-98 dan Huwelijke Ordonnantie Buitengewesten 

Stbl. I 93248224.  

Kemudian atas dasar Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 

31/U/UN/12/66 membawa perkembangan baru bagi dunia pencatatan sipil di 

Indonesia. Menurut Instruksi tersebut dipertegas, bahwa dalam pencatatan sipil 

tidak lagi dikenal adanya penggolongan penduduk, dan Kantor Catatan Sipil di 

seluruh Indonesia dinyatakan terbuka bagi seluruh penduduk. 

Peraturan Catatan Sipil mi berkembang lebih lanjut dengan dikeluarkannya 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan 

Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil dengan melakukan pembaharuan 

Kantor Catatan Sipil sampai ke Kotamadya! Kabupaten Daerah Tingkat II seluruh 

Indonesia. 

Dengan adanya PP No.9 Tahun 1975, diatur mengenai pencatatan 

perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 tentang 

Pencaatan Nikah, talak dan Rujuk; sedangkan bagi mereka yang bukan beragarna 

Islam, pencatatan perkawinan diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat ferkawinan pada kantor catatan sipil. 

24  Liii Rasjidi, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia, cet. 1, 
(Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991), hal. 70 
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Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam diatur pula 

dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (selanjutnya dalam penulisan mi disebut UU Adminduk), yaitu 

dilakukan oleh KUA Kecamatan sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan 

kutipan Akta Perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. 

Sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam, tidak diatur dengan 

jelas. Namun pada ketentuan umum UU Adminduk butir 24 berbunyi: "Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi 

Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan 

Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta." 

b. 	Fungsi Kantor Catatan Sipil 

Menurut Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Tentang 

Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil menyebutkan 

bahwa "Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan 

tanggung jawab di bidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

(2) Keputusan Presiden mi adalah bertugas sebagai Pembantu Bupati/ 

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta bertugas sebagai Pembantu Gubernur KDH Khusus Ibukota Jakarta". 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 

mi, Kantor Catatan Sipil nlempunyai fungsi menyelenggarakan: 

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan 
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Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian 

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak 

Pencatatn dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian 

Penyimpanan dan Pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta 

Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Akta Kematian 

Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang 

kependudukan/kewarganegaraan 

Pasal 3 keputusan mi juga menyebutkan, bahwa untuk menyelenggarakan 

tugas tersebut pada Pasal 2, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi: 

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan 

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian 

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak 

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian 

Penyimpanan dan Peme!iharaan Akta-akta Catatan Sipil 

Melakukan kegiatan Penyuluhan Catatan Sipil 

Melakukan Urusan Tata Usaha 

D. 	Prosedur Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Bagi Perkawinan 

Campuran25  

1. 	Prosedur Perkawinan Campuran yang dilakukan di Indonesia 

25 Referensi Utama: LI Seri 45 - LBH APIK Jakarta 
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Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut 

Undang-undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat 

perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua 

orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 6 UU Perkawinan. 

Bila semua syarat telah terpenuhi, calon mempelai meminta pegawai 

pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat 

perkawinan masing-masing pihak, yaitu untuk calon mempelai wanita dan calon 

mempelai laki-laki sesuai Pasal 60 ayat (1) UU Perkawinan. 

Surat Keterangan mi berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi 

dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat 

perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka calon mempelai dapat 

meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa 

penolakannya tidak beralasan, hal mi sesuai Pasal 60 ayat (3) UU Perkawinan. 

Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan mi berlaku 

selama 6 (enam) bulan. Jika selama waktu tersebut, perkawinan belum 

dilaksanakan, maka Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai 

kekuatan lagi, sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (5) UU Perkawinan. 

a. 	Surat-surat yang harus dipersiapkan 

Ada beberapa surat lain yang juga harus disiapkan, yakni: 

i. 	Untuk calon suami 

Calon suami harus melengkapi surat-surat dari daerah atau negara 

asalnya. 	Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus 
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menyerahkan "Surat Keterangan" yang menyatakan bahwa Ia dapat 

menikah dan akan menikah dengan Warga Negara Indonesia dan 

tidak ada masatah dengan hukum negara yang bersangkutan. Surat 

Keterangan mi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di 

negaranya. Selain itu harus pula melampirkan: 

- 	Fotokopi Identitas Din (KTP/passport) 

- 	Fotokopi Akta Kelahiran 

- 	Surat Keterangan bahwa Ia tidak sedang dalam status kawin; 

atau 

- 	Akta cerai bila sudah pernah menikah; atau 

- 	Akta kematian istri bila istri meninggal 

Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia 

oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisasi 

oleh Kedutaan Negara Warga Negara Asing tersebut yang ada di 

Indonesia. 

ii. 	Untuk calon istri 

Calon istri harus melengkapi diri dengan: 

- 	Fotokopi KTP 

- 	Fotokopi Akta Kelahiran 

- 	Data orang tua calon mempelai 

- 	Sutat perigantar dan RT/RW yang menyatakan bahwa calon 

istri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan. 
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b. 	Pencatatan Perkawinan 

Pencatatan perkawinan ml dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta 

Perkawinan (Kutipan Buku Nikah) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang 

beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak, Cerai, Rujuk. Sedang bagi yang non-

Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil. 

Khusus pencatatan perkawinan di Bali, dikaitkan dengan tugas Bandesa 

Adat. Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Klungkung, Dinas Tenaga 

Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, mengeluarkan 

ketentuan sebagai berikut:26  

"Proses pencatatan perkawinan oleh Bandesa Adat merupakan ujung 
tombak dalam pelaksanaan perkawinan. Untuk itu diperlukan ketelitian 
dalam penggunaan kepengurusannya Bendesa Adat mengetahui betul 
kejadian yang sebenarnya sebelum menandatangani surat. Suatu contoh 
apakah kedua mempelai berstatus masih sama-sama perjaka atau salah satu 
ada janda atau duda atau mungkin mempelai laki-laki kawin nyeburin 
(mempelai wanita selaku purusa). Sebagai manusia kedua mempelai 
apakah sudah cukup umur sesuai dengan undang-undang atau mungkin ada 
perjanjian dalam perkawinan. Contoh diatas penting sekali diteliti kalau 
terjadi kesalahan akan berakibat fatal seperti: terjadinya gugatan di 
kemudian hari atau akta yang diterbitkan bisa cacat sehingga bisa batal 
demi hukum (akte dibatalkan) kalau sampai terjadi sangat merugikan 
masyarakat itu sendiri". 

C. 	Legalisir Kutipan Akta Perkawinan 

Kutipan Akta Perkawinn yang telah didapat, masih harus dilegalilsir di 

Departenleti Hukurri dan 11AM dan Departemen Luar Negeri, seita 

dida!arkan di Kedutaan negara asal suami. Dengan adanya legalisasi itu, 

26  I. Made Anom, Pencatatan Perkawinan, Lintasan Informasi Pelayanan Umum 
Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, 
www.klungkung.go.id, diakses 2 April 2008 

33 

Peran Bapepam..., Victor Yonathan, FH UI, 2008 



maka perkawinan tersebut sudah sah dan diterima secara internasional, baik 

bagi hukum di negara asal suami, maupun menurut hukum di Indonesia. 

2. 	Prosedur Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia 

Pencatatan perkawinan bagi perkawinan yang dilakukan di luar negeri 

diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi: "Dalam jangka 

waktu I (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indoensia, surat 

bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan 

tempat tinggal mereka". 

Selain itu Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai kewajiban bagi Warga Negara 

Indonesia yang berada di luar negeri, bahwa "Warga Negara Indonesia yang 

berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa 

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana 

Pencatatan Sipil negara setempat danlatau kepada Perwakilan Republik Indonesia 

dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dafam Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil". 

Peristiwa Penting yang dimaksudkan didalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didefinisikan pada Pasal 1 butir 

17 Ketentuan Umum, yaltu "kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, 

kematian, lahir thLti, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, 

pengangkatan aliak, pthibahan nama dan perubahan status kewarganegaraan". 
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BAB Ill 

Analisa Prosedur Pencatatan Perkawinan Campuran 

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1428/KIPdt/2006) 

A. 	PEMBAHASAN KASUS 

Dalam Bab III mi penulis akan mengetengahkan kasus perceraian yang 

terjadi atas sepasang suami isteri dalam perkawinan campuran, yaitu seorang 

wanita Ni Made Jati ("NMJ") Warga Negara Indonesia (suku Bali) yang menikah 

dengan seorang laki-laki Warga Negara Asing Michael Patrick Donnelly ("MPD") 

(berkebangsaan Amerika Serikat). 

NMJ dan MPD menikah di Los Angeles, County Angeles, California pada 

tanggal 14 September 1985 dan menikah secara hukum adat Bali dan agama Hindu 

Bali pada tanggal 25 Mei 1994 di Jalan Pengembak Gang III No.29 Sanur 

Denpasar Bali. Namun pada bulan April 2005 NMJ menggugat cerai MPD dengan 

menggunakan akta perkawinan yang berbeda, yaitu akta perkawinan yang oleh 

MPD diduga palsu sehingga selain menggugat balik (rekonpensi), MPD juga 

melaporkan NMJ kepada pihak kepolisian. 

Dibawah iii penulis mengemukakan urutan perkara gugatan perceraian 

tersebut yang dithulai dari duduk perkara di Tingkat Pengadilan Negeri, 

Pengadilari Tinggi dan Kasasi, serta pertimbangan hukum dan putusan yang telah 
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disarikan dari putusan Kasasi di Mahkamah Agung (Putusan 

No.1 428/K/Pdt/200627). 

I. 	Tingkat Pengadilan Negeri Denpasar 

Tentang Duduknya Perkara 

Perkawinan NMJ dan MPD telab dilangsungkan menurut Agama Hindu 

dan Adat Bali ditempat kediaman NMJ yaitu di Banjar Pengabetan Desa Kuta, 

Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 

No.299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung 

pada tanggal 30 September 1996; 

Dalam perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan dua orang anak laki-laki 

masing-masing dengan nama: 

I. Wayan Sean Donnelly (WSD), umur 12 tahun 

Brenden Surya Donnelly (BSD), umur 11 tahun, yang sampai saat mi kedua 

anak tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat sesuai dengan Kartu Keluarga 

NO.225003/97/0303 3 tertanggal 03-07-1997; 

Pada mulanya perkawinan mereka berjalan dengan sebagaimana mestinya 

sebagaimana kehidupan perkawinan keluarga lainnya namun pada 

perkembangannya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekcokan-

percekcokan sebagai akibat dari ketidakcocokan antara kedua suami isteri tersebut; 

Pertengkaran-pertengkaran tersebut diatas bermula pada tahun 2001, 

dimana MPD mulai tidak bertegur sapa sampai pada perpisahan meja makan dan 

tempat tidur sampai saat mi, namun masih tetap di tempat kediaman bersama; 

27 
 Mahkamah Agung, Putusan Perkara Perdata No.1428/K/Pdt/2006 tanggal 10 April 2007 
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Atas pertengkaran-pertengkaran dan percekcokan yang sering terjadi 

tersebut NMJ telah mengadakan upaya-upaya untuk menyelamatkan rumah tangga 

termasuk membenahi diri dan meminta nasehat dan pandangan teman-teman serta 

bantuan yang maksimal dari keluarga namun demikian Tergugat tetap pada 

sikapnya namun NMJ tidak mampu lagi hidup bersama menjalin dan membina 

rumah tangga sebagaimana komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi Intl 

perkawinan sudah tidak dalam perkawinan keduanya sehingga demi kebaikan 

bersama perceralan suatu cara yang terbaik. 

2. Tuntutan 

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas maka NMJ memohon 

kehadapan Ketua Pengadi Ian Negeri Denpasar untuk menetapkan hari persidangan 

dan selanjutnya mengenai hal-hal berikut: 

ri I 

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Agama 

Hindu Bali ditempat kediaman Penggugat yaitu di Banjar Pengabetan Desa 

Kuta, Kecamatan Kabupaten Badung sesuai dengan kutipan akta perkawinan 

No.299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab Dati 11 Badung 

pada tanggal 30 September 1996 adalah sah putus karena perceraian beserta 

segala akibat hukumnya; 

C. 	Menyatakan hukum Penggugat adalah WALl IBU atas anak-anak Penggugat- 

Tergugat nlasih dibawah umur masing-masing bernama; 
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1. 	WSD, umur 12 tahun; 

2. BSD, umur 11 tahun sesuai dengan kartu keluarga 

No.225003/97/03033 tertanggal 03-07-1997 tanpa mengurangi hak 

Tergugat sebagal ayah untuk datang menjenguk anak-anak tersebut 

guna memberikan kasih sayang. 

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk 

menyampaikan putusan perceraian Pengadilan Negeri Denpasar yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil 

Kodya Denpasar. 

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang 

dikeluarkan dalam perkara mi; 

caitii I P7.. I 

a. 	Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et 

bono); 

3. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan 

putusan, yaitu putusan No.1 19/Pdt.G/2005/PN, tanggal 22 Nopember 2005 yang 

amarnya sebagai berikut: 

DALAM KONPENSI: 

- 	Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi; 
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- 	Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama 

Hindu di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten 

Badung, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.229/1996 dari Kantor 

Catatan Sipil Kab. Badung Dati II Badung pada tanggal 20 September 1996 

adalati sah putus karena perceraian beserta akibat hukumya; 

Menyatakan hukum bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah 

wali dari anak-anak dalam perkawinan Penggugat Konpensi/Tergugat 

Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang masih 

dibawah umur atas nama masing-masing bernama: 

WSD; 

BSD, sesuai dengan Kartu Keluarga No.225/003/97/03033 tertanggal 03 

Juli 1997 dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat Konpensi/Penggugat 

Rekonpensi sebagai ayah kandung untuk setiap saat dapat menjenguk kepada 

anak-anak tersebut sebagai wujud kasih sayang sebagai ayah; 

- 	Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar menyampaikan 

turunan resmi putusan mi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti 

kepada Karitor Catatan Sipil Kodya Denpasar; 

- 	Mengangkat Sita Marital yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan 

Negeri Denpasar tertanggal 6, 7 dan 8 September 2005 karena sudab tidak 

relevan lagi untuk dipertahankan; 
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DALAM REKONPENSI: 

- 	Menyatakan gugatan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi 

tidak dapat diterima; 

DALAM KONPENSI/REKONPENSI: 

- 	Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar 

biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.3.319.000,- (tiga juta 

tiga ratus sembilan belas ribu rupiah); 

H. 	Tingkat Pengadilan Tinggi Denpasar 

Dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan 

Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan 

No.16/PdtJ2006/ PT.Dps, tanggal 20 Pebruari 2006. 

Atas putusan terakhir tersebut diberitahukan kepada MPD, ia mengajukan 

permohonan kasasi diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang 

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 24 April 2006 dan atas 

pemberitahuan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Termohon 

Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Mei 2006. 

LII. PERTIMBANGAN HIJKUM MAIIKAMAH AGUNG 

Atas permohonan kasasi beserta alasan-alasan yang diajukan oleh MPD 

sebagai Pemohon Kasasi, dibawah mi adalah pertimbangan hukum Mahkamah 
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Agung. 

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon 

Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: 

Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Bali telah salah 

membenarkan keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Bali tanggal 22 

Nopember 2005 Nomor 11 9/Pdt.G/2005/ PN.Dps, mempertahankan dan 

menguatkan baik dalam Konpensi dan Rekonpensi dalam peradilan tingkat 

banding, jelas telah merugikan Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi 

berdasarkan Akta Perkawinan di Amerika Serikat 1985 serta upacara Adat 

Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994, putusan pengadilan tinggi tidak 

mempertimbangkan dan tidak meneliti secara seksama dalil-dalil dan bukti-

bukti Pemohon dalam hal mi sesual putusan Mahkamah Agung yaitu putusan 

No.638/Klsip/1969 tanggal 22 Juli 1970 "Putusan-putusan Pengadilan Negeri 

dan Pengadilan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende 

gemotiveerd) harus dibatalkan". 

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Pengadilan Negeri Denpasar 

keliru dalam mempertimbangkan tentang perkawinan antara Pemohon Kasasi 

dan Termohon Kasasi sebagaimana pertimbangan hukum pada putusan 

Pengadilan Negeri halaman 15 menyebutkan "bahwa dali! gugatan 

Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah 

melangsungkan perkawinan di Br. Pengabetan Desa Kuta Kabupaten Badung 

sesuai dengan Akta Perkawinan No.299/1996 dari Kantor Catatan Sipil 
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Kabupatan Dati II Badung tertanggal 30 September 1996, mempunyai dua 

orang anak bernama: 

- SWD lahir 1993 (laki-laki) 

- MPD lahir 1994 (laki-laki) 

Karena sesungguhnya Termohon Kasasi telah secara sistematis merekayasa 

terhadap bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi dalam persidangan di 

Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karena itu Pemohon Kasasi telah 

melaporkan kepada yang berwajib Polda Bali dengan tuduhan tindak pidana 

penipuan Pasal 378 KUI-IP dan tindak pidana keterangan palsu Pasal 266 

KUHP yaitu bukti surat bukti P-I berupa Akta Perkawinan No.299/1996 

tertanggal 30 September 1996 dan sekarang masih dalam proses penyidikan 

Polda Bali. 

C. 	Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar Jo Pengadilan Negeri Denpasar telah 

melanggar Hukum Acara Perdata dan tidak menerapkan hukum sebagaimana 

mestinya dimana dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan Pengadilan 

Negeri lialaman 18 menyebutkan "menimbang bahwa dari uraian 

pertimbangan tersebut karena pendaftaran ke Kantor Catatan Sipil 

setempat tentang perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat tersebut 

melampaui batas waktu 1 (satu) t1hun setelah suami istri tersebut 

kembali ke Indonesia maka oleh karenanya pendaftaran pencatatan 

perkawinati Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 April 2005 di 

Kantor Catatan Sipil Kotamadya Denpasar tersebut mengandung cacat 

hukum, sehingga karenanya perkawinan antara Penggugat dan 
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Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1985 

mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat". 

Bahwa menurut Pasal 56 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dalam ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan yang 

dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia 

atau seorang warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut 

hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan 

bagi warganegara Indonesia tidak melanggar Undang-undang mi, selanjutnya 

dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami 

istri itu kembali di wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus 

didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. 

Bahwa perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang 

dilangsungkan di luar Indonesia yaitu di Los Angeles, County Angeles, 

California pada tanggal 14 September 1985 adalah sah karena perkawinan itu 

dilakukan menurut hukum dan di negara dimana perkawinan itu 

dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan 

undang-undang mi, sesuai dengan bukti T2 berupa Akta Perkawinan 

No.28637 tanggal 14 September 1985. 

Bahwa dengan Iewatnya waktu 1 (satu) tahun surat bukti perkawinan antara 

Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi kemudian didaftarkan atau dicatatkan 

di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Denpasar, 

tertanggal 6 April 2005 tidak berarti bahwa perkawinan antara Pemohon 
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Kasasi dan Termohon Kasasi yang dilangsungkan di Kota Los Angeles, 

County Angeles, California tanggal 14 September 1985 adalah mengandung 

cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab, 

walaupun tenggang waktu I (satu) tahun telah lewat, namun Pemohon Kasasi 

tidak lalai untuk mendaftarkan akta perkawinan tersebut yaitu pada tanggal 6 

April 2005 karena menurut Pasal 91 KUH Perdata alinea ke 3 

menyebutkan bahwa "bahwa mengenai perkawinan yang dilangsungkan 

di luar negeri pengetahuan tentang berlangsungnya perkawinan itu 

tidak boleh dianggap ada, selama suami istri itu tetap Ialai untuk 

mendaftarkan akta pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan 

Pasal 84". 

g. Pengadilan Tinggi Denpasar jo Pengadilan Negeri Denpasar telah 

mengabaikan bukti T-3 berupa "Akta Kelahiran No.19362 002071 atas nama 

SWD lahir 17 Maret 1993 (laki-laki) dan bukti T-4 berupa kelahiran atas 

nama BSD lahir 17 September 1994 (laki-laki) bahwa bukti-bukti tersebut 

menjelaskan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi melangsungkan 

perkawinan di Amerika Serikat maka lahirlah anak-anak mereka 

sebagaimana tersebut diatas. Demikian pula dari keterangan saksi yang 

diajukan Pemohon Kasasi yaitu saksi SD, menerangkan bahwa saksi tahu 

antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di Amerika 

telah dilakukan sesuai dengan Undang-undang Amerika dan telah diperoleh 

dua orang anak laki-laki yaitu SWD dan BSD. 
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Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar jo Pengadilan Negeri Denpasar telab 

melanggar hukum akta perjanjian kawin yang dibuat oleh Penggugat dan 

Tergugat dinyatakan sah sehingga karena antara penggugat dan Tergugat 

sejak melangsungkan perkawinan menurut Majelis Hakim tidak ada harta 

bersama dan tidak tunduk pada Pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (putusan pengadilan negeri halaman 20) karena antara 

suami-isteri dilarang membuat akta perjanjian kawin, padahal jauh 

sebetumnya yaitu pada tanggal 14 September 1985 Pemohon Kasasi dan 

Termohon Kasasi sudah melangsungkan perkawinan di Amerika Serikat 

sehingga Pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 belaku bagi Pemohon 

Kasasi dan Termohon Kasasi dimana dalam ayat 1 pasal tersebut 

menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi 

harta bersama; 

Tentang hukum yang dipergunakan atas perkawinan yang dilaksanakan di 

Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang 

dilaksanakan pada tanggal 30 September 1996 adalah tidak benar, yang benar 

adalah sebagai berikut: 

Bahwa antara Termohon dengan Pemohon pada tahun 1996 di Banjar 

Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tidak ada 

kegiatan apapun seperti upacara perkawinan yang disebut oleh 

Termohon; 

Bahwa Pemohon pada tahun 1997 di Pengabetan Desa Kuta, 

Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung telah melaksanakan upacara 
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potong gigi dan upacara perkawinan adik Termohon yang bernama 

MD. 

Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan 

di Amerika Serikat tahun 1985 serta melaksanakan upacara perkawinan 

Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang 

111 No.29, Sanur, Denpasar. 

Bahwa benar Pemohon dan Termohon dari hasil perkawinan tahun 

1985 telah mempunyai dua orang anak yang masing-masing bemama: 

- WSD, lahir tahun 1993 

- BSD, lahir tahun 1994 

Bahwa ketentuan yang mengatur tentang sahnya perkawinan adalah UU 

No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yaitu: 

Akta Perkawinan 1985 di Amerika Serikat yang telah didaftarkan di 

Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar sesuai dengan domisili alamat 

Pemohon dan Termohon di wilayah hukum Kodya Denpasar, serta balk 

Pemohon dan Termohon juga telah melaksanakan upacara perkawinan 

menurut Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994 di Jalan 

Pengembak Gang III No.29 Sanur Denpasar Bali. 

Bahwa Termohon telah mempunyai surat perkawinan yang dikeluarkan 

oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung No.299/1996, 

yang semestinya dan perlu pertimbangan Pengadilan Tinggi Denpasar 

sebeluth menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, seharusnya 

Pengadilan Tinggi memperhatikan dalil-dalil, bukti-bukti yang telah 
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diajukan oleh Pemohon, karena Pemohon telah mengajukan surat-surat 

perkawinan di Amerika Serikat tahun 1985 yang sudah didaftarkan di 

Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar serta melaksanakan bahwa 

upacara perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994, 

sebelum Termohon mempunyai surat perkawinan tahun 1995, oleh 

karena itu sudah selayaknya dan pantas bahwa surat perkawinan tahun 

1996 yang dimiliki oleh Termohon harus dibatalkan demi hukum, 

karena perkawinan yang dimiliki oleh Termohon tahun 1995 hanyalah 

rekayasa kejahatan Termohon saja. 

7. 

	

	Bahwa demikian juga sepatutnya Pengadilan Negeri Denpasar selain 

mempertimbangkan dalil-dalil dari Termohon tentang status anak 

dimana Pengadilan Negeri Denpasar hanya mempertimbangkan anak-

anak tersebut dari akta kartu keluarga saja tanpa mempertimbangkan 

bukti-bukti Pemohon perkawinan 1985 di Amerika Serikat dan 

perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994 juga hams 

memperhatikan dua orang anak yang dari hasil perkawinan yang sah 

menurut Undang-undang Perkawinan dimana anak-anak dari hasil 

perkawinan juga telah mempunyai akta kelahiran dan juga telah 

didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Denpasar dengan Reg.17/K.KDC/2005 atas nama BSD, Reg. 

No.1 8/K.DKC/2005 atas nama SWD oleh karena itu sepatutnya 

putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri batal demi hukum 

karena Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya hanya 
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memperhatikan atau mengikuti saja putusan Pengadilan Negeri 

Denpasar. 

8. 	Dari uraian-uraian tersebut diatas bahwa terlihat jelas Keputusan 

Pengadilan Negeri Denpasar dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar 

sangat banyak tidak mempertimbangkan hat mi menurut yurisprudensi 

jo Keputusan Mahkamah Agungtanggal 22 Juli 1970 No.638/SIP/I 969 

harus dibatalkan. 

Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan 

Hukum Acara Perdata serta Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Pasal 2 ayat (I) yang berlaku karena telah memberikan 

keputusan yang bertentangan satu dengan lainnya. 

Bahwa perkawinan menurut Undang-undang No.! Tahun 1974 tidak hanya 

sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat 

hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan agama, sehingga sah tidaknya 

suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan asing-

masing orang yang melangsungkan perkawinan. 

1. 	Bahwa meskipun Pemohon tidak keberatan diadakan putus karena perceraian 

dengan Termohon, namun Pemohon keberatan apabila perkawinan dengan 

Termohon yang dilaksanakah tahun 1985 juga dilaksanakan upacara 

perkawinan menurut Adat dan Agama Kepercayaannya di Bali tahun 1994 

dinyatakan tidak sah, sebab perkawinan antara Pemohon dan Termohon 

dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan menurut agama yang dianut. 
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Bahwa di dalam Pasal 2 ayat (I) Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah 

diatur dengan lengkap mengenai sahnya perkawinan balk menurut agama 

maupun menurut hukum Negara. 

Bahwa Pengadilan Tinggi telah menerapkan Undang-undang Pokok 

Perkawinan yang berlaku karena Pengadilan Tinggi telah mengabulkan 

petitum gugatan yang tidak jelas yaitu menghukum Tergugat untuk 

melepaskan hak-haknya dengan tidak mempertimbangkan dalil-dal ii 

Tergugatl Pemohon. 

Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengabulkan gugatan 

yang tidak jelas seperti tersebut diatas, bertentangan dengan Keputusan 

Mahkamah Agung tanggal 21 Nopember 1970 No.492/Sip/1970 (vide 

Rangkuman Jurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, halaman 205 

No.144 mengenai perbuatan yang tidak jelas). 

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi, dengan tidak perlu 

mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon 

Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti salah menerapkan 

hukum karena tidak cukup memberikan pertimbangan mengenai adanya dua 

perkawinan dan sejak kapan sahnya perkawinan antara NMJ dengan MPD. 

Bahwa berdasarkan bukti T2 diperoleh fakta bahwa perkawinan antara MPD 

dengan NMJ terjadi tanggal 19 September 1985 di Los Angeles, Amerika 

Serikat dan telah didaftarkan di Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kuta 

Denpasar tanggal 6 April 2005. 

49 

Peran Bapepam..., Victor Yonathan, FH UI, 2008 



r. 	Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu WSD dan BSD 

yang lahir tahun 1993 dan tahun 1994 telah memakai nama keluarga Donelly 

dengan dasar perkawinan antara NMJ dengan MPD yang dilangsungkan di 

Los Angeles tanggal 14 September 1985. 

S. 	Bahwa menurut hukum, perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus 

didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dalam waktu I (satu) tahun setelah 

mereka kembali ke Indonesia dan keterlambatan pendaftaran merupakan 

masalah administratif yang tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan 

mereka yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 

karena tidak bertentangan dengan peraturan perkawinan balk yang berlaku di 

Amerika maupun di Indonesia. 

t. Bahwa seandainya benar antara MPD dengan NMJ melangsungkan 

perkawinan lagi di Denpasar pada tahun 1996, hal itu berlebihan dan tidak 

sah karena telah ada perkawinan yang sah sebelumnya yang dilangsungkan di 

Los Angeles tanggal 14 September 1985 dan telah dilahirkan 2 (dua) orang 

anak, yang semuanya menggunakan nama keluarga "D", perkawinan mana 

sampai dengan tanggal 30 September 1996 masih berlangsung dan belum 

pernah dinyatakan putus atau batal. 

U. Bahwa dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan di Banjar 

Pengabetan, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kota Badung, dengan Kutipan 

Akta Perkawinan No.299/1996 yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil 

Kab. Dati II Badung tanggal 30 September 1996 berikut perjanjian 

pranikahnya adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. 
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V. Bahwa oleh karena perkawinan yang sah adalah perkawinan yang 

dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985, maka putusnya 

perkawinan karena perceraian dalam perkara mi hams didasarkan pada 

perkawinan tersebut. 

w. Bahwa pendaftaran atas perkawinan merupakan perbuatan hukum yang 

bersifat administratif, perbuatan mana telah ditempuh oleh keduanya dengan 

mendaftarkan perkawinan mereka yang berlangsung di Los Angeles tanggal 

14 September 1985 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Denpasar dengan Nomor I 5/K.DKC/2005 tanggal 6 April 2005. 

X. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan 

perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang didasarkan pada 

perkawinan tanggal 30 September 1996 di Denpasar adalah tidak beralasan 

karenanya harus dinyatakan ditolak. 

y. Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok yaitu gugatan perceraian 

ditolak, maka petitum lainnya hams pula dinyatakan ditolak. 

IV. 	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Mahkamah Agung 

dengan Putusan No. 1428KIPdt/2006 mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon 

Kasasi tersebut dengan amar Putusan sebagai berikut: 

MENGADILI: 

Putusan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut: 
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MENGADILI: 

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MPD tersebut; 

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.1 5/Pdt/2006/PT.Dps, 

tanggal 20 Pebruari 2006 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri 

Denpasar No.11 9/Pdt.G/2005/PN.Dps, tanggal 22 Nopember 2005. 

MENGADILI SENDIRI: 

DALAM KONPENSI: 

1. 	Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya 

DALAM REKONPENSI: 

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian 

Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat 

Rekonpensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat 

Konvensi di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kabupaten Badung, dengan 

Kutipan Akta Perkawinan No.299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor 

Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 September 1996 berikut 

Perjanj ian Pranikahnya adalah batal demi hukum. 

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat RekonpensiiTergugat 

Konvensi dengan Tergugat RekonpensilPenggugat Konvensi yang 

ditangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 

September 1985 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan pada 

Los Angeles County, California tanggal 24 September 1985 dan telah pula 
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dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar 

tanggal 6 April 2005 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian. 

4. 	Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Denpasar mengirimkan satu 

bundle salman putusan mi kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Denpasar 

dan satu bundel lainnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Los 

Angeles, County Angeles, California, Arnerika Serikat. 

DALAM KONPEN SI/REKONPEN SI: 

1. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Konpensi/Tergugat Konpensi 

untuk rnembayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalarn tingkat 

kasasi mi ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 

B. 	ANALISIS KASUS 

Dari kasus diatas, penulis menganalisa hal-hal yang terdapat didalam kasus 

diatas sebagai berikut: 

Pengaturan jangka waktu I (satu) tahun untuk pencatatan perkawinan yang 

dilakukan di luar wilayah Indonesia yang diatur baik di dalam Pasal 56 ayat (2) 

UU Perkawinan yang mengadopsi Pasal 84 KUH Perdata bukanlah merupakan 

suau jangka M'akiu mu//ak harus dilaksanakan, karena pada kenyataannya, 

pencatatan perkawinan campuran boleh dilakukan lebih dan 1 (satu) tahun setelah 

suami-istri tersbut pulang kembali ke Indonesia. 

Pendapat tersebut penulis kaitkan dengan putusan Mahkamah Agung yang 

menyatakan bahwa: "Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat 

53 

Peran Bapepam..., Victor Yonathan, FH UI, 2008 



Rekonpensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi 

yang dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 

September 1985 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan pada Los 

Angeles County, California tanggal 24 September 1985 dan telah pula dicatatkan 

pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar tanggal 6 April 

2005 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian". 

Dari putusan Mahkamah Agung tersebut jelas bahwa kelalaian pencatatan 

perkawinan tidak mengakibatkan batalnya suatu perkawinan bagi mereka yang 

lalai mencatatkan perkawinan mereka asalkan pencatatan perkawinan tetap 

dilakukan walaupun telah melampaui jangka waktu I (satu) tahun, sesual 

ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. 

Kelalaian pencatatan tidak diatur didalam UU Perkawinan, oleh karena itu 

sesuai Pasal 66 UU Perkawinan, bahwa "Untuk perkawinan dan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang mi, maka 

dengan berlakunya Undang-undang mi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi 

Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen indonesiers S. 

1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde 

Huwelijken S. 1898 No.158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang 

perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang mi, dinyatakan tid1k 

berlaku", fiitka kelalaian tersebut pengaturannya merujuk kepada Pasal 91 ayat (3) 

KUH Petdata yang berbunyi: "Terhadap perkawinan yang dilangsungkan diluar 

Indonesia, pengetahuan tentang telah berlangsungnya perkawinan itu tak boleh 
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diperdugakan selama suami-istri masih kiranya dalam kealpaan, membukukan akta 

perkawinan mereka dalam register umum menurut Pasal 84 KUH Perdata; 

sedangkan Pasal 84 KUH Perdata berbunyi "Dalam waktu satu tahun setelah 

suami-isteri pulang kembali ke wilayah Indonesia, akta tentang perkawinan 

mereka di luar Indonesia harus dipindahbukukan dalam register kawin umum 

ditempat tinggal mereka". 

Kedua pasal tersebut memperlihatkan adanya dualisme tentang jangka 

waktu pencatatan perkawinan, dimana di satu sisi Pasal 84 KUH Perdata mengatur 

jangka waktu I (satu) tahun perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia harus 

dicatatkan di register kawin umum di tempat tinggal pasangan yang melakukan 

perkawinan, namun disisi lain Pasal 91 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa 

perkawinan tidak dapat dianggap tidak ada walaupun suami-isteri Ialai 

mencatatkan, dengan kata lain perkawinan tetap ada walaupun pencatatannya 

belum dilakukan akibat kelalaian. 

Dari kasus yang penulis analisa, timbul pertanyaan kapan perkawinan 

tersebut dianggap sah? Mengacu kepada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan adalah 1 

(satu) tahun sejak suami-isteri tersebut kembali ke Indonesia. Namun pada 

prakteknya, masih ada pasangan suami isteri yang setelah menikah secara 

agamalkepercayaan mereka tidak melakukan pencatatan perkawinan sesuai aturan 

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. 

Seperti kasus diatas, karena pasangan suami istri NMJ dan MPD setelah 

menikah di Amerika Serikat kemudian menetap disana untuk jangka waktu yang 

cukup lama sebelum akhimya kembali ke Indonesia untuk melakukan perkawinan 
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secara agama Hindu/adat Bali, dimana pencatatan atas perkawinan adat tersebut 

pun tidak dilakukan, maka perkawinan tersebut tetap belum dianggap sah menurut 

UU Perkawinan. Mahkamah Agung mengakui sah perkawinan tersebut adalah 

sejak dicatatkan pada tanggal 6 April 2006 (vide Putusan Mahkamah Agung butir 

3), yaitu pencatatan atas perkawinan yang dilangsungkan di Amerika Serikat pada 

tanggal 24 September 1985 yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Denpasar pada tanggal 6 April 2006. 

Penulis merujuk pendapat Prof. Wahyono Darmabrata, bahwa: 

". . . .perumusan dalam Pasal 56 Undang-undang perkawinan, dapat 
menimbulkan masalah, menyebabkan dipergunakan untuk menyelundup 
Pasal 2 Undang-undang perkawinan. Pelaksanaan perkawinan menurut 
Pasal 56, yang isinya kurang lebih sama dengan Pasal 83 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, tidak akan menimbulkan masalah, jika perkawinan 
hanya dilihat dari segi perdatanya saja. Berdasarkan Pasal 26 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata. Namun tidaklah demikian j ika dikaitkan 
dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan. Perkawinan yang 
dilangsungkan di luar negeri, tetap hams dilaksanakan sesuai dengan 
hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak dapat ditentukan 
sesuai dengan formalitas yang berlaku dinegara dimana perkawinan 
tersebut dilangsungkan"28. 

Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, "perkawinan mi termasuk apa 

yang disebut sebagai hukum perdata Internasional dalam hat mi hukum 

perkawinan intemasional, karena disini kita menjumpai suatu peristiwa hukum 

yang menimbulkan pertanyaan apakah dan sampai dimanakah dalam suatu 

peristiwa hukum - dalam hat mi suatu perkawinan - peraturan hukum dari suatu 

Negara Asing hams dilakukan danlatau diperhatikan oleh hakim dari Negara Awak 

- dalam hal mi hakim dari Negara Indonesia".29  

28  Wahyono Darmabrata, op. cit., hal. 176 
29  Achmad Ichsan, op. cit., hal. 67 
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Berarti menurut penulis, untuk memenuhi syarat sahnya perkawinan 

- penggugat (MPD) dan tergugat (NMJ), perkawinan yang dicatatkan oleh 

penggugat seharusnya adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama Hindu 

Bali yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 1995 sehingga terpenuhi unsur-unsur 

yang terdapat dalarn Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan.. 

Mengenai pengaturan pencatatan perkawinan mi penulis menemukan 

beberapa peraturan perundang-undangan lain yaitu di dalam: 

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah 

(Permendagri No.28/2005) dalam Pasal 46 dimana ayat (1) berbunyi: "Bagi 

penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh unit 

kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di 

Kabupaten/Kota tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) 

tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia". 

2. Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(UU Adminduk) juga mengatur mengenai pencatatan perkawinan yang 

dilakukan di luar Wilayah Negara Indonesia, yaitu dalam Pasal 37 yang 

terdiri dan 4 (empat) ayat, yaitu: 

(1) 

	

	Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang 

berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan 

Republik Indonesia; 
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(2) 	Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, 

pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia 

setempat. 

Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan 

dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. 

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi 

Pelaksana di tempat tinggal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 

yang bersangkutan kembali ke Indonesia. 

Selain Permendagri No.28/2005 dan UU Adminduk diatas, penulis 

menemukan bahwa ada beberapa daerah yang mengatur sendiri dengan peraturan 

daerah, seperti di daerah DKI Jakarta, Badung (Bali) dan kota-kota besar lainnya. 

Salah satu peraturan daerah yang penulis telaah adalah Peraturan Gubernur 

DKI Jakarta No.16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perda DKI No.16/2005) yang telah 

dirubah dengan Peratutati Gubernur DKI Jakarta No.35 Tahun 2007. Pasal 72 

Perda DKI No. 16/2005 mngatur tentang Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Luar 

Negeri, dimarta dalam ayat (3), yang menyebutkan bahwa: "Pelaporan 

sebagaitnatia diriiaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya satu tahun 

setelah suami istri kembali ke Daerah apabila melampaui jangka waktu satu tahun, 
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pelaporan dimaksud dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Keterangan 

Peringatan Keterlambatan (Model OS-i 8)". 

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 72 Perda DKI No.16/2005 dan Pasal 46 

ayat (1) Permendagri No.28/2005 tersebut belum disesuaikan dengan aturan Pasal 

37 ayat (4) UU Adminduk dalam hal jangka waktu pelaporan pencatatan 

perkawinan yang berkaitan dengan proses pencatatan perkawinan di lembaga yang 

berwenang. 

Didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan 

perkawinan tersebut, tidak ada satupun yang mengatur mengenai akibat 

keterlambatan pencatatan perkawinan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Dari kasus yang penulis uraikan pada Bab Ill sebelumnya, kesimpulan 

yang dapat penulis ambil adalah: 

	

1. 	Akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah Ialai dicatatkan pada 

lembaga pencatatan perkawinan terutama pada status istni dan anak adalah: 

bahwa perkawinan tersebut dianggap belum sah dimata negara; 

apabila lahir anak-anak dalam perkawinan tersebut, mereka hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 

dan 43 1511 Perkawinan). 

C. 	baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut 

tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. 

	

2. 	Konsekuensi atas perkawinan campuran tersebut, menurut penulis, dalam hal 

salah satu pihak akan mengajukan gugat cerai, maka harus mencatatkan 

terlebih dahulu perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut dengan 

tunduk kepada hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia di 

lembaga pencatatan perkawinan diwilayah ia berada, atau di wilayah 

Indonesia dimana ia berdomisili, karena ia hams memenuhi ketentuan Pasal 
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2 ayat (2), yaitu melakukan pencatatan perkawinannya berdasarkan undang-

undang yang berlaku dan apabila ternyata Warga Negara Indonesia tersebut 

belum mencatatkan perkawinannya menurut ketentuan hukum perkawinan 

Indonesia, dan ia bermaksud untuk menggugat cerai pasangannya maka hal 

lain yang dapat dilakukan adalah memohon penetapan pengadilan bahwa 

perkawinan yang dimaksud memang telah terjadi. 

B. SARAN 

Dari kesimpulan yang penulis dapatkan, saran-saran penulis terhadap 

pengaturan pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut: 

1. 	Perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 2 Uli Perkawinan, yaitu agar ayat (I) 

dan ayat (2), dijadikan satu pasal, sehingga tidak ada dua perbuatan hukum 

yang terpisah. Dengan demikian kepastian hukum terjadi pada saat itu juga 

bagi para pihak yang berkepentingan atas terjadinya perkawinan tersebut 

karena telah ada perkawinan menurut agama dan kepercayaan dan telah 

dicatatkan sekaligus pada saat yang bersamaan. 

Menurut penulis, peraturan perundang-undangan yang mengatur pencatatan 

perkawinan harus lebih tegas mengatur pencatatan perkawinan bagi semua 

jenis perkawinan yang diperbolehkan di Indonesia, baik yang dilakukan di 

luar negeri maupun yang dilakukan di dalam negeri. Sanksi denda bagi 

setiap pencatatan yang terlambat dicatatkan menurut penulis tidak efektif 

karna tetap banyak perkawinan yang terlambat dicatatkan. 
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Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan yang salah satu pasalnya mengatur mengenai 

pencatatan perkawinan, sebaiknya diadakan sosialisasi kepada masyarakat 

luas di Indonesia tentang adanya Undang-undang lain selain UU 

Perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan. Hal tersebut 

dimaksudkan agar masyarakat mengerti tentang prosedur pencatatan 

perkawinan yang benar dan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya 

suatu tindakan administratif, tetapi sangat penting karena menyangkut 

status hukum seseorang sebagai subyek hukum perdata. 

Selain itu masyarakat perlu mengetahui kegunaan sebuah akta perkawinan 

yang diterbitkan oleh pejabat lembaga pencatatan perkawinan, yaitu 

memiliki arti yang sangat besar di kemudian hari apabila terjadi suatu 

penistiwa hukum yang menyangkut masalah keperdataan; misalnya untuk 

kepentingan penentuan ahli waris, pengadilan mana seseorang hams 

mengaj ukan gugatan cerai pasangannya, dan lain sebagainya. 

Peran Pemerintah Daerah (Pemda) j uga tidak kalah pentingnya dalam 

mengeluarkan peraturan daerah. Pemda hams mempunyai kesamaan 

pandangan tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan menerapkan 

ketentuan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sehingga masyarakat di daerahnya menjadi masyarakat yang taat 

hukum dan hak-hak keperdataan masyarakat terlindungi. 
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P UT  U SA N 

No. 1.4.' KIPdtI2006 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH AGUNG 

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai 

berikut dalam perkara: 

MICHAEL PATRICK DONNELLY, bertempat tinggal di Jalan 

Pengembak Gg. III Sanur Denpasar, dalam hal mi memberi 

kuasa kepada 1. Maharidzal, SH dan 2. Mangasi G. 

Simangunsong, SH., Advokat, berkantor di MAHARIDZAL, SH & 

Rekan, Jalan Pandu No. 24 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus tanggal 10 April 2006; 

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding; 

- 	 melawan 
/:•v 

11 / 	 NI MADE JATI, bertempat tinggal di Jalan Pengembak Gy III 

Sanur, Denpasar, 

Termohon Kasas d i%ilu Penggugat I Terbanding 

Mahkamah Agung tersebut 

Membaca surat-surat yang bersangkutan; 

Menimbang, bahwa clari surat-surat tersebut ternyata bahwa 

sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menqgugat 

sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan 

Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil: 

Bahwa, diantara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan 

perkawina- menurut Agama Hindu dan Adat Bali di tempat kediaman 

Penggugat yaltu di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten 

Badung sesual dengan Kutipar Akta Perkawinan No. 299/1996 yang 

dikeIuarkaii oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung pada tanggal 30 

September 1996; 

Bahwa dalam perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan dua orang 

anak laki-laki masing-masing dençn nama: 

WAYAN SEAN DONNELLY, u.:ur 12 tahun 

BRENDEN SURYA DONNELLY, umur 11 tahun, 

yang sarnpai saat mi kedua anak tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat 

sesuai dengan Kartu Keluarga No. 225003/97/03033 tertanggal 03-07-1997; 
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Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 

berjalan dengan sebagaimana mestinya sebagaimana kehidupan perkawinan 

keluarga Iainnya namun pada peckembangannya sering terjadi pertengkaran-

pertengkaran dan percekcokan-percekcokan sebagai akibat dari ketidak 

cocokan antara Penggugat dengan Tergugat; 

Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi tersebut disebabkan 

karena perbuatan/kelakuan Tergugat yang tenlalu egois, mau menang sendiri, 

suka menghina, tidak menghargai kedudukan seorang isteri dan cenderung 

merendahkan martabat isteri pertengkaran-pertengkaran tersebut diatas 

bermula pada tahun 2001, dimana Tergugat mutai tidak bertegur sapa sampai 

pada perpisahan meja makan datempat tidur sampai saat mi, namun masih 
tetap di tempat kediaman bersama; 

Bahwa Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi berdampingan 

sebagai satu kesatuan keluarga dengan Tergugat disamping itu Penggugat 

sudah tidak mampu lagi untuk menyesuakan diri dengan kehidupan Tergugat; 

Bahwa atas pertengkaran-pertengkaran dan percekcokan yang 4'•__  •''\ 'c 

\sedemikian sering terjadi Penggugat telah mengadakan upaya-upaya untuk 
L 	lenyelamatkan rumah tangga termasuk menahan diri dan meminta nasehat 

' 	pandangan teman-teman serta bantuan yang maksimal baik dan keluarga 

nhiun demikian Tergugat tetap pada sikapnya, 
/ 

Bahwa Penggugat tidak rrampu lagi hidup bersama-san-ia menjalin dan 
membina rumah tangga sebagaimana komitmen terdahulu. Komitmen yang 

menjadi inti perkawinan sudah tidak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 

sehingga demi kebaikan bersamapercerajan suatu cara yang terbaik; 

Bahwa sebagai manusia biasa Penggugat mempunyai batas kesabaran 

dan batas kekuatan supaya dap.2 menahan rasa sakit hati kecewa dan putus 

asa serta sudah tidak mungkin lagi kiranya menerima Tergugat sebagai suami 

untuk hidup bersama-sama sebagai satu kesatuan keluarga; 

Bahwa demi kebaikan, kebahagiaan dan ketenangan Penggugat secara 

pribadi dan demikian pula dengan Tergugat serta anak-anak Peiiggugat-

Tergugat maka perceraian adalah satu-satunya jalan penyelesaian yang terbaik 

dan tidak mungkin dapat dihindari lagi; 

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka Penggugat 

mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan han 

persidangan dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut: 

PRIMAIR: 

1. Mengabulkan gugatan Penggügat untuk seluruhnya; 
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Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Agama 

Hindu dan adat Bali di tempat kediaman Penggugat yaitu di Banjar 

Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai 

dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oteh 

Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 

adaah sah putus karena percera.:an beserta segala akibat hukumnya; 

Menyatakan hukum Penggugat id.alah Wall Ibu atas anak-anak Penggugat-

Tergugat yang masih di bawah umur masing-masing bernama: 

3.1. WAYAN SEAN DONNELLY umur 12 tahun; 

3.2. BRENDEN SURYA DONNELLY, umur, 11 tahun sesuai dengan Kartu 

Keluarga Nomor 225003/97/03033 tertanggal 03-07-1 997 tanpa 

mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk setiap saat 

datang menjenguk anak-anak tersebut guna memberikan kasih 

sayang; 

Memenntahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk 

menyampaikan sehelai putusan perceraian Pengadilan Negeri Denpasar 

yang telah mempunyal kekuatan tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil 

Kodya Denpasar.  

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang 

dikeluarkan dalam perkara mi 

SUBSIDAIR: 

Dalam peradilan yang 	lc mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono); 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah 

menyangkal gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik 

(rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalU-.dalil sebagai berikut: 

DALAMREKONPENSI: 

Bahwa dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi dianggap dipergunakan 

kembali secara sempurna dalam Rekonpensi: 

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi 

telah melangsungkan perkawinan di Icota Los Angelos, County Angelos, 

California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatat pada Kantor 

Pencatatan di Los Angelos County, California tertanggal 24 Sepember 

1985 dan Akte Perkawinán tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Reg. No. 

16/KDKC/2005 tertanggal 6 April 2005; 
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Bahwa .akibat hukum dari perkawinan yang telah dilangsungkan di 

California, maka secara hukum perkawinan tersebut adalah sah 

sebagaimana juga diatur dakrr, UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 56 (1) tentang 

Perkawinan di luar Indonesia adalah sah bilamana dilakukan menurut 

hukum yang benlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan serta 

tidak melanggar UU di Indonesia sehingga perkawinan yang telah 

dilangsungkan pada tanggal 14 September 1985 adalah sah dan dilindungi 

hukum sehingga membawa akibat hukum atas perkawinan yang 

dilangsungkan di Banjar Pangabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, 

Kabupaten Badung dengan kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang 

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 

September 1996, menjadi batal atau harus dinyatakan batal demi hukum; 

Bahwa pembatalan atau batal demi hukum tersebut disebabkan karena 

syarat-syarat perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pengabetan Desa 

Kuta, Kab Badung dengan kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 

sebagairiana diisyaratkan dalam Bab II Pasal 6 dan 9 UU No 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1320, 1321, 1328 KUHPerdata, 

4-- ahwa salah satu syarat par'awinan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. I 

' Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan harus didasarkan atas 

perjanjian kedua calon mempelai, bahwa berkaitan dengan hal tersebut 

kemudian dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan untuk syahnya 

perjanjian dibutuhkan 4 syarat yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan 

dirinya , kecakapan untuk membuat suatu perikatan , suatu hal tertentu 

suatu sebab yang halat, selanjutnya dalam Pasal 1321 ditekankan bahwa 

"tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan, 

atau diperolehnya karena pa'ksaan atau penipuan/manipulasi penyesatan; 

5. Bahwa perkawinan yang d'tàngsungkan di Banjar Pangabetan Desa Kuta 

Kecamatan Kuta, Kab. Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 

299/1996 yang dikeluarkan OIeh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati It Badung 

pada tanggal 30 September 1996 dilakukan dengan cara 

menipu/manipulasi/penyesatan dan atau serta untuk keperluan untuk 

mngaburkan asal usul seseorarig, bahwa aritara Penggugat Dalam 

Rekonpensi dengan Tercju' Dalam Rekonpensi ketika mendaftarkan dan 

mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil Badung telah 

melakukan perbuatan menipu / manipulasi I penyesatan data dengan 

menyatakan ke dalam suatu Akta Otentik bahwa Tergugat Dalam 

Rekonpensi berstatus sebagai perawan belum pernah menikah dan 
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Penggugat Dalam Rekonpensi berstatus sebagai perjaka/belum pernah 

menikah, padahal sebelumnya antara mereka telah melangsungkan 

pernikahan di Kota Los Anggelos County, Anggelos, California pada 

tanggal 14 September 1985; 

6. Bahwa perkawinan tahun 1996 yang dibuat dan didaftarkan dengan 

informasi/data perkawinan yang tidak benar, manipalatif, menyesatkan dan 

melawan hukum yang dapat kami uraikan sebagai berikut: 

- Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan tahun 1985 status Penggugat 

dalam Rekonpensi adalah duda/sudah pernah menikah dan bercerai. 

- 

	

	Bahwa berdasarkan Akta .Perkawinan tahun 1966 status Penggugat 

dalam Rekonpensi adalah jejaka/belum pernah menikah dan bercerai; 

- 

	

	Bahwa pada saat dilangsurigkannya perkawinan tahun 1996 Penggugat 

dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi telah terikat 

dalam suatu perkawinan; 

7. Bahwa menurut Pasal 1328 KUHPerdata manyatakan bahwa 

"penipuan/manipulasi/penyesatan merupakan suatu alasan untuk 

7' n 

	

	pembatalan perjanjian .........." Oleh karena itu kami mohon kepada 

.:.MajeIis Hakim yang terhormat untuk menyatakan dan membatalkan 

;\ 	V ;)perkawinan dengan Akta Perkawinan No. 299/1996 tertanggal 30 

/ 	.! September 1996; 

Bahwa dengan tidak syahnya syarat-syarat perkawinan tersebut yang 

menyebabkan perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan maka 

Perjanjian Pranikah / Prersuptial Agreement yang dibuat oleh Penggugat 

Dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi harus 

dinyatakan batal atau dibatalkan atau batal demi hukum, karena 

perjanjian pranikah merUpakan perjanjian accessoir yang mengikuti 

perjanjian pokokyaitu perkawinan itu sendiri; 

Bahwa segala akibat hukUm yang terjadi antara Penggugat Rekonpensi 

Tergugat Rekonpensi tetao mengikuti aturan dari perkawinan yang telah 

dilangsungkan pada tahuri 1985; 

Bahwa dari perkawinan tahun 1985 tersebut telah dikaruniai 2 (dua) 

orang anak laki-laki yaitu: 

a. WAYAN SEAN DONNELLY, yang lahir pada tanggal 17 Maret 1993 

di Kota Long Beach, California, dimana dalam Akta Kelahiian yang 

tercatat nama ayah angkat tersebut adalah MICHAEL PATRICK 

DONNELLY dan nama ibu anak tersebut adalah NI MADE JATI dan 

tercatat pada tanggal 29 Maret 1993 pada Kantor Pencatatan di 
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California dan telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan 

Kependududkan Kota Denpasar dengan Reg. No. 18/K.DKC/2005 

tertanggal 12 April 2005; 

b. BRENDEN SURYA DONNELLY, yang lahir pada tanggal 17 

September 1994 di Singapura, dimana dalam Akta Kelahiran yang 

nama ayah angkat tersebut adalah MICHAEL PATRICK DONNELLY 

dan nama ibu anak tersebut adalah NI MADE JATI dan tercatat pada 

tanggal 26 September 1994 pada Kantor Pencatatan Kelahiran dan 

Kematian di Republik Singapura telah pula didaftarkan pada Kantor 

Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar dengan Reg. No. 

17/K.DKC/2005 tertangjal 6 April 2005; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat 

Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri 

Denpasar dan Majelis Hakim yang menangani perkara mi untuk memeriksa dan 

mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

DALAM KONPENSI: 

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya; 

, 	
\ 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan menurut 

( 	 Agama Hindu dan Adat Bali di tempat kediaman Penggugat Konpensi yaitu 

I) di Pengabetan, Desa Kuta, Kota Kuta, Kab Badung sesuai dengan Kutipan 

Akta Perkawinan No 299/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil 

Kab. Badung pada tanggal 30 September 1996 adalah tidak sah serta tidak 

dapat dipergunakan sebagai dasar diajukannya perceraian beserta dengan 

segala akibat hukumnya; 

Menolak serta menyatakan hukum bahwa Penggugat Konpensi adalah isteri 

yang tidak patut atau tidak yak secara hukum untuk mendapatkan hak 

pengasuhan maupun hak perwalian anak sampai dengan Wayan Sean 

DONNELLY dan Brenden Surya DONNELLY berusia dewasa; 

Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara 

yang dikeluarkan dalam perkara mi; 

DALAMREKONPENSI: 

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk 

seluruhnya; 

Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Br. 

Pengabetan Desa Kuta, Kéc. Kuta, Kab Badung dengan kutipan Akta 

Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. 
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4 	ft. 

Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 berikut Perjanjian Pra Nikah 

batal derni hukum berserta akibat hukumnya; 

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan 

Tergugat Rekonpensi yang telah dilangsungkan di Kota Los Angelos County, 

California pada tanggal 14 Sepetember 1985 dan telah dicatatkan pada 

Kator Pencatatan di Los Angelos County, California tanggal 24 September 

1985 dan Akta Perkawinan terehut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 6 April 2005, 

adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian; 

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk 

menyampaikan sehelai putusan perceraian Pengadilan Negeri Denpasar 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan 

Kependudukan Kota Denpasar; 

Menyatakan hukum bahwa hak pengasuhan dan perwalian terhadap 2 (dua) 

orang anak yang bernama : WAYAN SEAN DONNELLY dan BRENDEN 

SURYA DONNELLY diberikan.kepada Penggugat Rekonpensi sampai anak 

tersebut mencapai usia dewasa dan mampu bertindak menurut hukum; 

\Mernbebankan biaya perkara mi kepada Tergugat Rekonpensi menurut 

i/Iketentuan hukum yang berlaku. 

Apabila Pengadilan menentukari lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo el bono). 

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah 

menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps., tanggal 22 

Nopember 2005 yang amarnya sébagai berikut: 

DALAM KONVENSI: 

- 	Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi; 

- Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama 

Hindu di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten 

Badung, sesuai dengar, kutipan Akta Perkawinan No. 229/1996 dari Kantor 

Catatan Sipil Kab. Badung Dati II Badung pada tanggal 20 September 1996 

adalah sah putus karena percèraian beserta akibat hukumnya; 

- Menyatakan hukum bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi 

adalah wali dari anak-anak dalam perkawinan Penggugat Konpensiflergugat 

Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang masih 

aibawah umur atas nama maing-masingbernama: 

1. \/VAYAN SEAN DONNELL''; 
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2. BRENDEN SURYA DONNELLY, sesuai dengan Kartu Keluarga No. 225. 

903/97/03033 tertanggal 03 Juli 1997 dengan tidak mengurangi hak dan 

Tergugat Konpensi/Penggi içit Rekonpensi sebagal ayah kandung untuk 

setiap saat dapatmenjenguk kepada anak-anak tersebut sebagai wujud 

kasihsayang sebagal ayah; 

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar 

menyampaikan turunan resmi putusan mi yang telah mempunyal kekuatan 

hukum yang pasti kepada Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar; 

- Mengangkat Sita Marital yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan 

Negeri Denpasar tertanggal 6, 7, dan 8 September 2005 karena sudah tidak 

relevan lagi untuk dipertahankan; 

DALAMREKONPENSI: 

- 	Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat 

diterima; 

/7 	S.-Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar 
pl  

ya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 3.319.000,- (tiga juta 

A 	/ rt a ratus sembilan betas ribt' 'voiah) 

Menimbang bahwa dalari tingkat banding atas permohonan Tergugat 

.4?4usan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tanggi 

Denpasar dengan putusan No. 16/Pdt12006 PT.Dps., tanggal 20 Pebruari 2006; 

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir mi diberitahukan kepada 

Pemohon Kasasi/Tergugat Konpensi/Pembanding pada tanggal 4 April 2006 

kemudian terhadapnya oleh Pemohon KasasiIlergugat Konpensi/Pembanding 

dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 

April 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 April 

2006 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 

119/Pdt.G/2006/2005/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri 

Denpasar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 

24 April 2006; 

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugatfrerbandjng yang 

pada tanggal 17 Mel 2006 t& 	diberitahukan tentang memori kasasi dan 

Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang 

ditenima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Mel 

2006; 
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Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan 

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat 

diterima; 

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon 

Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: 

1. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Bali telah salah 

membenarkan keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Bali tanggal 22 

Nopember 2005 Nomor 119/Pdt.G/2005/PN.Dps., mempertahankan dan 

menguatkan baik dalam Konpensi dan Rekonpensi dalam peradilan tingkat 

banding, jelas telah merugikan Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi 

berdasarkan Akta Perkawinan di Amerika Serikat 1985 serta upacara Adat 

Bali dan Agama Hindu Bali tzhun 1994, putusan pengadilan tinggi tidak 

mempertimbangkan dan tidak neneliti secara seksama dalil-dalil dan bukti-

bukti Pemohon dalam hal mi sesual putusan Mahkamah Agung yaitu 

pusan No. 638 K/sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 "Putusan-putusan 

ergadllan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup 

,.' dprtimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan 
,1 

'Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Pengadilan Negeri Denpasar 
a 

4eliru dalam mempertimbangkan tentang perkawinan antara Pemohon 

Kasasi dan Termohon Kasasi sebagaimana pertimbangan hukum pada 

putusan Pengadilan Negeri halaman 15 menyebutkan "bahwa menurut dalil 

gugatan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri 

telah melangsungkan perkawinan di Br. Pengabetan Desa Kuta Kabupaten 

Badung sesuai dengan Akta Perkawinan No. 299/1996 dari Kantor Catatan 

Sipil Kabupaten Dati II Badung tertanggal 30 September 1996, mempunyai 

dua orang anak bernama: 

- 	SEAN WAYAN DONNELLY lahir 1993 (laki-laki), 

- 	BRENDEN SURYA DONNELLY lahir 1994 (laki-laki), 

karena sesungguhnya Termohon Kasasi telah secara sistimatis merekayasa 

terhadap bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi dalam persidangan di 

Pengadilan Negeri Denpasàr, oleh karena itu Pemohon Kasasi telah 

melaporkan kepada yang berwajib Polda Bali dengan dugaan tindak pidana 

penipuan Pasal 378 KUHP dan tindak pidana keterangan palsu Pasal 266 

KUHP yaitu bukti surat bukti P-i berupa Akte Perkawinan No. 299/1996 
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tertanggal 30 September 1996 dan sekarang masih dalam proses 

penyidikan Polda Bali. 

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yo Pengadilan Negeri Denpasar telah 

melanggar Hukum Acara Perdata dan tidak menerapkan hukum 

sebagaimana mestinya dimana dalam pertimbangan hukumnya dalam 

putusan Pengadilan Negeri halaman 18 meriyebutkan "menimbang bahwa 

dari uraian pertimbangan tersebut karena pendaftaran ke Kantor Catatan 

Sipil setempat tentang perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat 

tersebut melampaui batas waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri tersebut 

kembali ke Indonesia maka oleh karenanya pendaftaran pencatatan 

perkawinan Penggugat dan Trgugat pada tanggal 6 April 2005 di Kantor 

Catatan Sipil Kotamadya Denpasar tersebut mengandung cacat hukum, 

sehingga karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang 

dilaksanakan pada tanggal 14 September 2005 mengandung cacat hukum 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 

7 	N ahwa menurut Pasal 56 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dalam ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan yang 

dtlangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia 

'atau Seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah 

ah bllamQna dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana 

perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak 

melanggar uridang-undang irii, selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa 

dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wialyah 

Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor 

Pencatatan Perkawinan tempt tinggal mereka. 

Bahwa perkawinan Pemohn Kasasi dan Termohon Kasasi yang 

dilangsungkan di luar Indonesia yaitu di Los Angelos, County Angelos 

California pada tanggal 14 September 1985 adalah sah karena perkawinan 

itu dilakukan menurut hukum dan di negara dimana perkawinan itu 

dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-

ketentuan undang-undang mi, sesuai dengan bukti T2 berupa Akte 

Perkawinan No. 28637, tanggal 14 September 1985. 

Bahwa dengan lewatnya waktü 1 (satu) tahun surat bukti perkawinan antara 

Pemahon Kasasi dan Termohon Kasasi kemudian didaftarkan atau 

dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya 

Denpasar, tertanggal 6 Apri!2005 tidak berarti bahwa perkawinan antara 

Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang dilangsungkan di Kota Los 
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Angelos, County Angelos, Caifornia tanggal 14 September 1985 adalah 

mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sebab, walaupun tenggang waktu I tahun telah lewat, namun Pemohon 

Kasasi tidak lalai untuk mendaftarakan akta perkawinan tersebut yaitu pada 

tanggal 6 April 2005 karena menurut Pasal 91 KUHPerdata alinea ke 3 

me;iyebutkan "bahwa mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar 

negeri pengetahuan tentang brlangsungnya perkawinan itu tidak boleh 

dianggap ada, selama suami istri itu tetap lalai untuk mendaftarkan akta 

pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 84. 

Pengadilan Tinggi Denpasar Yo Pengadilan Negeri Denpasar telah 

mengabaikan bukti T.3 berupa Akta Kelahiran No.19362 002071 atas nama 

Sean Wayan DONNELLY lahjr 17 Maret 1993 (laki-laki) dan bukti T.4 

berupa kelahiran atas nama Brenden Surya Donnelly lahir 17 September 

1994 (laki-laki) bahwa bukti-bukti tersebut menjelaskan Pemohon Kasasi 

dan Termohon Kasasi melangsungkan perkawinan di Amerika Serikat maka 

ahirlah anak-anak mereka sebagaimana tersebut diatas Demikian pula dan 

' kterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi yaitu saksi Steven 
It  I 	 D6nnelly, menerangkan bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat 

melakukan perkawinan di Amerika telah dilakukan sesuai dengan 

\ 	
Jndang-Undang Amerika dan telah diperoleh dua orang anak laki-laki yaitu 

Sean Wayan Donnelly dan Brenden Surya Donnelly. 

Bahwa Pengadilan Tinggi De.asar yo Pengadilan Negeri Denpasar telah 

melanggar hukum akta perjanjian kawin yang dibuat oleh Penggugat dian 

Tergugat dinyatakan sah sehingga karena antara Penggugat dan Tergugat 

sejak.melangsungkan perkawinan menurut Majelis Hakim tidak ada harta 

bersama dan tidak tunduk pada Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan (putusan pengadilan negeri halaman 20) karena 

antara suami-isteri dilarang membuat akta perjanjian kawin, padahal jauh 

sebelumnya yaitu pada tanggal 14 September 1985 Pemohon Kasasi dan 

Termohon Kasasi sudah melangsungkan perkawinan di Amerika Serikat 

sehingga Pasal 35 Undan-Undang No. 1 Tahun 1974 berlaku bagi 

Pemohon Kasasi dan Termohón Kasasi dimana dalam ayat 1 pasal tersebut 

mehyebutkan bahwa harta .benda yang diperoleh selama perkawinan 

men jadi harta bersama. 

Bahwa pada tingkat banding baru pemohon ketahui di putusan Pengadilan 

iinggi halaman 4 ternyata pe.iasehat hukum atau kuasa hukum (Austrindo 

[.aw Office) Pemohon Kasas Jak mengajukan surat memori banding dalam 
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perkara mi sehingga Pemohon Kasasi ganti dengan penasehat hukum atau 

kuasa hukum yang baru karena Pemohon Kasasi dirugikan dan tidak puas 

dengan penasehat hukum ya'' lama (Austrindo Law Office), penasehat 

hukum atau kuasa hukum yang iaru dari Kantor Hukum Maharidzal, SH dan 

Rekan. Sehubungan dengan hal tersebut melalui kuasa hukum yang baru 

Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung RI untuk 

mempertimbangkan dalil-dalil keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti 

sebagaimana terlampir: 

10.Bahwa dengan demikian yang Pemohon Kasasi sampaikan kepada 

Mahkamah Agung RI, Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Bali telah 

salah menerapkan Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

11.Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Bali tanggal 20 Pebruari 

2006 No. 16/Pdt.G/2006/PT.DpsJo Pengadilan Negeri Denpasar Bali 

tanggal 22 Nopember 2005 No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps khusus tentang 

perceralan kurang cukup pertimbangannya karena pertimbangan 

Pengadilan Negeri hanya mblihat dalil-dalil tanpa memperhatikan dan ?. 
rpempertimbangkan bukti-bukfi dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon 

\hmngga dalam perkara 	yang dibenarkan/dikuatkan dan dijadikan 

rp9rtimbangan Pengadilan Tirigyt hanyalah putusan Pengadilan Negeri saja 

,12ahwa dalam hal gugatan Penggugatllermohon dibantah oleh 

TergugafiPemohon, Pengadilan Negeri Denpasar harus membebankan 

pembuktian kepada Penggugat/Termohon bukan kepada Tergugatl 

Pemohon seperti keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 

Pebruari 2006 No. 16/Pdt.G/2006/PT.Dps Jo Pengadilan Negeri Denpasar 

tanggal 22 Nopember 2005 No, 119/Pdt.G/2005/PN.Dps 

13. Bahwa menurut pendapat Pemohon pertimbanganpertimbangan 

Pengadilan Negeri tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat(1) sehingga Pengadilan Negeri 

telah salah mengambil atau menarik kesimpulan dalam perkara mi, dengan 

alasan sebagai berikut: 

14.Tentang hukum yang dipergunakan atas perkawinan yang dilaksanakan 

oleh Termohon di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, 

Kabupaten Badung yang dksanakan pada tanggal 30 September 1996 

adalah tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut: 

14.1. Bahwa antara Termohon dengan Pemohon pada tahun 1996 di 

Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, KabupatenBadung 
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tklak ada kegiatan apapun seperti upacara perkawinan yang disebut 

oleh Termohon. 

14.2. Bahwa Pemohon pada tahun 1997 di Banjar Pengabetari Desa Kuta, 

Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung telah melaksanakan upacara 

potong gigi dan upacara perkawinan adik Termohon yang bernama 

Made Diana. 

14.3. Bahwa 	benar 	Pemohon 	dan 	Termohon 	telah 	melaksanakan 

perkawinan di Amerika Serikat tahun 	1985 serta melaksanakan 

upacara perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu Bali Tahun 1994 di 

Jalan Pengembak Gang Ill No. 29, Sanur, Denpasar. 

14.4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon dari hasil perkawinan tahun 

1985 	telah 	mempunyai 	dua 	orang 	ariak 	yang 	masing-masing 

bernama: 

- 	Wayan Sean DONNELLY lahir tahun 1993 

- 	Brenden Surya DONNELLY lahir tahun 1994. 

Bahwa ketentuan yang mengatur tentang sahnya perkawinan adalah 

UU No. I Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yaitu: 

Akte Perkawinan 1985 di Amerika Serikat yang telah didaftarkan di 

Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar sesuai dengan domisili alamat 
\Ii 
&' Pemohon dan Termohon di wilayah hukum Kodya Denpasar, serta 

baik Pemohon dan Termohon juga telah melaksanakan upacara 

perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994 di 

:Jalan Pengembak Gang Ill NO. 29 Sanur Denpasar Bali. 

14.6. Bahwa 	Termohon 	telah 	mempunyai 	surat 	perkawinan 	yang 

dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, No. 

299/1996, 	yang 	semetinya dan 	perlu 	pertimbangan 	Pengadilan 

Tinggi Denpasar sebelum menguatkan putusan Pengadilan Negeri 

Denpasar, seharusnya Pengadilan Tinggi memperhatikan dalil-dalil, 

bukti-bukti yang telah dajukan oleh Pemohon, karena Pemohon telah 

mengajukan surat-suri perkawinan di Amerika Serikat tahun 1985 

yang sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar serta 

melaksanakan bahwa upacara perkawinan Adat Bali dan Agama 

Hindu 	Bali 	tahun 	1994, 	sebelum 	Termohon 	mempunyai 	surat 

perkawinan tahun 	1996, oleh karena itu sudah selayaknya dan 

pantas 	bahwa 	surat 	perkawinan 	tahun 	1996 	yang 	dimiliki 	oleh 

Termohon harus dibatalkan demi hukum, karena perkawinan yang 
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dimiliki oleh Termohon tahun 1996 hanyalah rekayasa kejahatan 

Termohon saja, 

14.7. Bahwa demikian juga sepatutnya Pengadilan Negeri Denpasar selain 

mempertimbangkan dalil-dalil dari Termohon tentang status anak 

dimana Pengadilan Negeni Denpasar hanya mempertimbangkan 

anak-anak tersebut dari akte kartu keluarga saja tanpa 

mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon perkawinan 1985 di 

Amenika Serikat dan perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu Bali 

tahun 1994 juga haru .'.- mperhatikan dua orang anak yang dan 

hasil perkawinan yang sah manurut Undang-Undang Perkawinan 

dimana anak-anak dari hasil perkawinan juga telah mempunyai akte 

kelahiran dan juga telah didaftarakan di Kantor Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Rg. No. 17/K.KDC/2005 

atas nama Brenden Surya Donnelly, Reg. No. 18/K.DKCI2005 atas 

nama Sean Wayan Donnelly oleh karena itu sepatutnya putusan 

.pengadilan ttnggi dan pengadilan negeri batal demi hukum karena 
v-' ç \engadiIan Tinggi Denpasar dalam putusannya hanya 

p-temperhatikan atau nengikuti saja putusan Pengadilan Negen 

enDasar 

Bahwa perbuatan Termohon yang telah memiliki surat pernyataan 
1t 	" 

belum pernah kawin, surat kawin yang dikeluarkan oleh Kantor 

Catatan Sipil Kabupaten Badung No. 299/1996 telah dilaporkan oleh 

Pemohon kepada yang berwajib yang sekarang sedang dalam proses 

perkara pidana dalam tu''Jtannya bahwa Termohon telah melakukan 

tindak pidana pen ipuar aan keterangan paisu. 

14.9. Bahwa perbuatan termohon sering kauar tanpa tujuari yang jelas 

kalau di rumah sering keluar malam, dan Pemohon menemukan foto 

Termohon dengan laki-laki lain yang romantis, surat cinta Termohon 

dengan pria lain (PIL) (terlampir), 

15.Uraian-uraian tersebut di atas bahwa terlihat jelas Keputus n Pengadilan 

Negeni Denpasar dan Putusar, Pengadilan Tinggi Denpasar angat banyak 

tidak mempertimbangkan, hal mi menurut yurisprudensi Jo Keputusan 

Mahkamah Agung tanggal 22iuli 1970 No. 638/SIP/1 969 har s dibatalkan. 

16.Bahwa Keputusan Pengadilan. Tinggi Denpasar telah sala menerapkan 

Hukuri Acara Perdata serta Undang-Undang No. I Tahu 1974 tentang 

Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang berlaku karena tela memberikan 

keputusan yang bententangan satu dengan Iainnya. 
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17.Bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya 

sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat 

hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan agama, sehingga sah 

tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan 

kepercayaan masing-masing or'ni yang melangsungkan perkawinan. 

16.Bahwa meskipun Pemohon Udak keberatan diadakan putus karena 

perceralan dengan Termohon, namun Pemohon keberatan apabila 

perkawinan dengan Termohon yang dilaksanakan tahun 1985 juga 

dilaksanakan upacara perkawinan menurut Adat dan Agama 

Kepercayaannya di Bali Tahun 1994 dinyatakan tidak sah, sebab 

perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilakukan dengan memenuhi 

semua syarat dan menurut agarna yang dianut. 

19.Bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. I Tahun 1974 telah 

diatur dengan Iengkap mengenal sahnya perkawinan balk menurut agama 

maupun menurut hukum negara, 

/,... 	2,ahwa Pengadilan Tinggi telah menerapkan Undang-Undang Pokok 

erEawinan yang berlaku karena Pengadilan Tinggi telah mengabulkan 

, etiurn gugatan yang tidak elas yaltu menghukum Tergugat untuk 

h.ØIepaskan hak-haknya dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalit 

-,hrgugatIPemohon 

21.Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengabulkan gugatan 

yang tidak jelas seperti tersebut diatas, bertentangan dengan Keputusan 

Mahkamah Agung tanggal 21 Nopember 1970 No. 492/Sip/1970 (vide 

Rangkuman Jurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, halaman 205 No. 

144 mengenal perbuatan yang tidak jelas). 

Berdasarkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas, 

dihubungkan satu dengan yang. Iainnya Pemohon Kasasi mohon dengan 

hormat herkenan Mahkamah Agung RI untuk memberikan putusan sebagal 

berikut: 

Meneima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi. 

Memb3talkan Keputusan Per.gadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Pebruari 

2006 No. 16/Pdt/2006/PT.Dps., dan Keputusan Pengadilan Negeri 

Denpasar tanggal 22 Nopember 2005 No. 1 l9IPdt.GI2005IPN.Dps. 

Mengadili sendiri: 

Menolak gugatan Pengguç3 Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau 

setidak-tidaknya menyatakan gugatan PenggugatlTermohon Kasasi tidak 

dapat diterima. 
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Menyatalcan hukum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi putus karena 

perceraian didasarkan perkawi; .1985  di California Amerika Serikat. 

Menghukum Termohon Kasasi membayar segala biaya perkara dalam 

semua tingkat peradilan; 

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi, dengan tidak perlu 

mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, 

Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti salah menerapkan hukum 

karena tidak cukup membenikan pertimbangan mengenai adanya dua 

perkawinan dan sejak kapan sahna perkawinan antara Ni Made Jati dengan 

Michael Patrick Donnelly; 

Bahwa berdasarkan bukti T2 diperoleh fakta bahwa perkawinan antara 

Michael Patrick Donnelly dengan Ni Made Jati terjadi tanggal 19 September 

1985 di Los Angeles, Amerika Serikat dan telah didaftarkan di Kantor Dinas dan 

Catatan Sipil Kuta Denpasar tanggal 6 April 2005; 

Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu Wayan 

Sean Donnelly dan Made Surya Donnelly yang lahir tahun 1993 dan tahun 1994 

lah memakai nama keluarga D'elly dengan dasar perkawinan antara NI 

1de Jati dengan Mechael Patrick Donelly yang dilangsungkan di Los Angeles 

ta,tfggal 14 September 1985; 

Bahwa menurut hukum, perkawinan yang dilangsungkan di luarnegeri 

harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dalam waktu 1 (satu) tahun setelah 

mereka kembali ke Indonesia dan keterlambatan pendaftaran merupakan 

masalah administratif yang tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan 

mereka yang dilangsungkan di Los Angelos tanggal 14 September 1985 karena 

tidak bertentangan dengan peratur&n perkawinan balk yang berlaku di Amerika 

maupun di Indonesia; 

Bahwa seandainya benarantara Michael Patrick Donnelly dengan Ni 

Made Jati melangsungkan perkawihan lagi di Denpasar pada tahun 1996, hal itu 

berlebihan dan tidak sah karena telah ada perkawinan yang sah sebelumnya 

yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 dan telah 

dilahiran 2 (dua) orang anak, yang semuanya menggunakan nama keluarga 

"Donnelly", perkawinan mana s.'pai dengan tanggal 30 September 1996 

masih berlangsung dan belum pernah dinyatakan putus atau batal; 

Bahwa dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan di Banjar 

Pengabetan, Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, dengan Kutipan Akta 

Perkawinan No. 299/1996 yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II 
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Badung tanggal 30 September 1996 berikut perjanjian pra nikahnya adalah 

batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya; 

Bahwa oleh karena perkawinan yang sah adalah perkawinan yang 

dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985, maka putusnya 

perkawinan karena perceraian dalam perkara mi harus didasarkan pada 

perkawinan tersebut; 

Bahwa pendaftaran atas perkawinan merupakan perbuatan hukum 

yang bersifat administratif, perbuatan mana telah ditempuh oleh keduanya 

dengan mendaftarkan perkawinan mereka yang berlangsung di Los Angeles 

tanggal 14 September 1985 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Denpasar dengan Nomor 16 / K.DKC/ 2005 tanggal 6 April 2005; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan 

perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang didasarkan pada 

perkawinan tanggal 30 September Y96 di Denpasar adalah tidak beralasan 

karenanya harus dinyatakan ditolak; 

Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok yaitu gugatan 

erceralan dltolak maka petitum lainnya harus pula dinyatakan ditolak, 

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat 

Ie1konvensi mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut 

,DALAM REKONPENSI 
'- 	

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk 

seluruhnya; 

Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Banjar 

Pengabetan Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab Badung dengan kutipan Akta 

Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. 

Dati If Badung pada tanggal 30 September 1996 berikut Perjanjian Pra Nikah 

batal demi hukum berserta akibat hukumnya; 	 0 

Mer.yatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan 

Tergugat Rekonpensi yang telal:dilangsungkan di Kota Los Angelos, County 

Angelos, California pada tanggal 14 Sepetember 1985 dan telah dicátatkan 

pada Kantor Pencatatan di Los Angelos County, California tanggal 24 

September 1985 dan Akta Perkàwinan tersebut telah pula dicatatkan pada 

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 6 

April 2005, adalah sah menuruthukum dan putus karena perceraian; 

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk 

menyampaikan sehelai putusan perceraian Pengadilan Negeri Denpasar 
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yang mernpunyai  kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan 

Kependudukan Kota Denpasar; 

Menyatakan hukum bahwa hak pengasuhan dan perwalian terhadap 2 (dua) 

orang anak yang bernama : WAYAN SEAN DONNELLY dan BRENDEN 

SURYA DONNELLY diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sampai anak 

tersebutmencapai usia dewasa dan mampu bertindak menurut hukum; 

Membebankan biaya perkara mi kepada Tergugat Rekonpensi menurut 

ketentuan hukum yang berlaku. 

atau: 

Apabila pengadilan menentukan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono). 

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat Rekonpensi 

mohon agar dinyatakan secra hukum bahwa perkawinan yang 

dilangsungkan di Banjar Pengahetar Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab Badung 

dengan kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor 

Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 berikut 

\ Perjanjian Pra Nikah batal demi hukum berserta akibat hukumnya 

Menimbang bahwa dengan mengambil - al;h pertimbangari hukum 

A daam konvensi di atas dihubungkan dengan bukti Tergugat Konvensi (T-2) 
U 

brupa fotocopy Certificate of Registry of Marriage tertanggal 14 September 

\' 

	

	'>-'1985 yang diterbitkan di Los Angelos Amerika Serikat telah temyata bahwa 

Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi NI MADE JATI telah menikah 

dengan Penggugat Rekonvensi ./ Tergugat Konvensi MICHAEL PATRICK 

DONNELLY, pernikahan mana berdasarkan lampiran bukti Tergugat (T-2) 

telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Denpasar pada tanggal 6 April 2005; 

0 

	

	 - bahwa namun dernikian, dalam surat gugatan konvensinya 

Penggugat Konvensi / Tergug..t Rekonvensi mendalilkan gugatannya pada 

perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 1996 (bukti P-

I), dalil-dalil mana dibantah oleh Tergugat Konvensi / Penggugat 

Rekonvensi; 

- 	bahwa oleh karena pada saat dilangsungkannya perkawinan di 

Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kab. Badung pada tanggal 30 September 

1996, perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya di Los Angeles 14 

September 1985 masih berlangsung dan tidak ternyata bahwa perkawinan 

sebelumnya tersebut telah dinyatakan putus secara hukum, maka 
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perkawinan kedua tersebut berlebihan dan harus dinyatakan batal demi 

hukum; 

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara 

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat 

Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan di Los Angeles, 

California pada tanggal 14 September 1985 adalah sah secara hukum; 

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa dalam kehidupan 

rumah tangga kedua-belah pihak telah terjadi percekcokan terus-menerus 

dan rnasirtg-masing telah menjalani kehidupan terpisah yaitu Penggugat 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi tiggal di Denpasar sedangkan Tergugat 

Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya tinggal di California 

Amerika Serikat, sehingga perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi dan 

harus dinyatakan putus karena perceraian; 

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka 

Ttusnya perkawinan karena perceraian antara Penggugat 

'fpvensirrergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat 

konvensi harus didasarkn pada perkawinan yang sah yang 

(1d1'angsungkan di Los Angeles California pada tanggal 14 September 1985 

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 gugatan rekonvensi, 

Penggugat Rekonvensi mohon agar anak-anak hasil perkawinan antara 

Penggugat Konvensi I Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi I 

Penggugat Rekonvensi yaitu :1. SEAN WAYAN DONNELLY, lahir tanggal 

17 Maret 1993, dan 2. BRENDEN SURYA DONNELLY, lahir tanggal 17 

September 1994 yang masih di bawah umur dinyatakan berada dalam 

pengasuhan Penggugat Rekon':nsifTergugat Konvensi 

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih berada 

di bawah umur yang hak asuhnya berada pada ibu kandungnya sampai 

mereka dewasa, maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat 

Konvensi/Tergugat Rekonveni dengan Tergugat Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi dinyatakan putus karena perceraian, maka beralasan untuk 

memerintahkan agar Paniterä Pengadilan Negeri Denpasar mengirimkan 

satu helai salman putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di 

Denpasar dan satu helai lainOya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di 

Los Angeles, County Angeles, California, Amerika Serikat; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terdapat 

cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 

MICHAEL PATRICK DONNELLY tersebut dan membatalkan putusan 

Pengadilan Tinggi Denpasar No. 16/Pdt12006/PT Dps. tanggal 20 Pebruari 2006 

yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 

119/Pdt.G/20051PN Dps. tanggal 22 Nopember 2005 serta Mahkamah Agung 

mengadili sendiri perkara mi dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di 

bawah mi; 

Menimbang, bahwa oleh 'carena Termohon Kasasi dahulu 

PenggugatIlerbanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk 

membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan; 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 

hun 2004 dan peraturan perundang-ündangan lain yang bersangkutan: 

MENGADILI 

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MICHAEL 

\TRICK DONNELLY tersebut; 

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 

16/Pdt/2006/PT.Dps., tanggal 20 Pebruari 2006 yang menguatkan Putusan 

Pengadilan Negeri Denpasar No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps.,'tanggal 22 

Nopember 2005: 

MENGADILI SENDIRI: 

DALAM KONVENSI: 

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya; 

DALAM REKONVENSI: 

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; 

Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat 

Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat 

Konvensi di Banjar Pengabeta, Desa Kuta, Kabupaten Badung, dengan 

Kutipan Akta Perkawinan Nd.299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor 

Catatan Sipil Kabupten Bathing tanggal 30 September 1996 berikut 

Perjanjian Pranikahnya adalahbatal demi hukum; 

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat 

Konvénsi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang 
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dilangsungkafl di Los Angeles,. County Angeles, California pada tanggal 

14 September 1985 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan 

Perkawinan pada Los Angeles' County, California tanggal 24 September 

1985 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Denpasar tanggàl 6 April 2005 adalah sah menurut hukum 

dan putus karena perceraian; 

Memerintahkafl agar Panitera Pengadilan Negeri Denpasar mengirimkan 

satu bundel salman putusan it;kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di 

Denpasar dan satu bundel lainnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan 

di Los Angeles, County Angeles, California, Amerika Serikat; 

DALAM KONVENSI I REKONVENSI: 

Menghukum Termohon KasasilPenggugat Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang 

dalam tingkat kasasi mi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu 

rupiah). 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 

Agung pada hari Selasa tanggal 10 AprU 2007 oleh PROF. DR. HM. HAKIM 

NYAK PHA, SH.,DEA., Hakim Agunç yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah 

Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH., dan ANDAR PURBA, SH. 

Hakim-Hakm Agung sebagal Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari itu juga Oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim 

Anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH. Panitera 

Pengganti dengan tidak dihadiri olehpara pihak; 

Hakim-Hakim Anggota, 	 Ketua, 

ttd.II I Made Tara, SH 	 ttd.I/ prof.  DR. HM. Hakim Nyak Pha, SH, DEA 

ttd.I/ Andar Purba, SH 

Panitera Pengganti, 

ttd./I Pci Pambudi Teguh, SH.MH  

Biava-biava: 	 Untuk salman, 

Mete ca i .............................Rp. 	6.000,- 	Mahkamah Agung RI, 
Redaksi .............................Rp. 	1. 0 - , Panitera, 
Administrasi kasasi ................... 	..R R.D. 493. 00 	'. 	r 	uda Perdata, 

J u m I a h ...............................Rp. 500.0(/ 	. 

040 030 169 
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C' 
dimiliki oleh Termohon tahun 1996 hanyalah rekayasa kejahatan 

t) 

Termohon saja. 

14.7. Bahwa demikian juga sepatutnya Pergadilan Neri Denpasar selain 

mempertimbangkan dalil•daliI dari Termohotentang status anak 

dimana Pengadilan Négeri Denpasar hanya mempertimbangkan 

anak-anak tersebut dari akte kartu keluarga saja • tanpa 

rnempertimbangkan bukti-bukti Pemohon perkawinan 1985 di 

Amerika Serikat dan perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu Bali 

tahun 1994 juga harus memperhatikan dua orang anak yang dan 

hasil perkawinan yang sah manurut Undang-Undang Perkawinan 

dimané anak-anak dan h'sil perkawinan juga telah mempunyai akte 

kelahiran dan juga telah didaftarakan di Kantor Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota: Denpasar dengan Rg. No. 17/K.KDC/2005 

atas nama Brenden Surya  Donnelly, Reg. No. 181K.DKC/2005 atas 

nama Sean Wayan Donnelly oleh karena itu sepatutnya putusan 

engadilan tinggi dan pengadilan negeri batal demi hukum karena 

'jengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya hanya' 

jemperhatikan atau inengikuti saja putusan Pengadilan Negeri 

Iyienpasar. ev 
Bahwa perbuatan Temiohon yang telah memiliki surat pernyataan 

belum pernah kawin,'surat kawin yang dikeluarkan oleh Kantor 

Catatan Sipil Kabupaten Badung No. 299/1996 telah dilaporkan oleh 

Pemohon kepada yang berwajib yang sekarang sedang dalarn-proses 

perkara pidana dalam tuntutannya bahwa Termohon telah melakukan 

tindak pidana penipuandan keterangan palsu. 

14.9.' Bahwa perbuatan ternbhon sening kauar tanpa tujuan yang jelas 

kalau di rumah sering keluar malam, dan Pemohon menemukan foto 

Termohon dengan lakilaki lain yang romantis, surat cinta Termohon 

dengan pria lain (PIL) (terlampir). 
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